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RINGKASAN DAN SUMMARY

Megora Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Kessturan Republik
Indonesia (disingkat UUD 1945). UUD 1945 ditetapkan sejak tangpal 18 Agustus 1945,
Secara paris besar, UUD 1945 mempunyai dua periode berlakunya, vaitu periode pertama
dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 17 Desember 1949 dan periode kedua
dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Ini dikarenakan pada tangpal 18
Desember sampai dengan 4 Juli 1959 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat vang
kemudian diganti dengan undang-Undang Dasar Semestara.

LILID 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) nepara, karena itu UUD 1943 dikatakan
sebagai landasan konstitusional Negara Kesaturan Republik Indonesia, Semua aspek
kehidupan bermasyvarakat, berbangsa, dan bemegara berlandaskan pada UL} 1945,
Sebagai hukum dasar atau hekum tetinggi, UUD 1945 menjadi sumber ataw dasar
pembentukan hukum-hukum lain di bawahnya, yang menjadi hukum pelaksana dari UL
1945, Karena itw, semua aturan hukum atau prakiik kehidupan kenegaraan tidak boleh
menvimpang atou melanpgar UUD 1945,

Meskipun dalam penyelenggaran nepara ferjadi dinamika, namun ULUD 1945
dipandang masih mampu memenuhi fungsinya sebagai landasan konstitusional. Pada awal
masa reformasi (tahun 1989) kehidupan bemegara mengalami gejolak, akibat dari
ketidakpuasan dengan praktik kekuasaan negara, Para pejabat negara, pejabat pemerintah,
bahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sasaran kritik dan tuntutan

masyarakat, Masyardkat mengkritik praktik kekuassan nepara vang dilakukan oleh pejabat



dianggap dikiator, tidak berpihak pada rakyal, dan menuntut perubahan mendasar tatanan
kehidupan bernegara, Tuntutan tersebut sulit dibindari, sehingga terjadilah perubahan pada
berbagai aspek kelembagaan dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan bemnegara.

Salah satu perubahan vang dilakukan sdalah perubahan atau amandemen LLID
1945, Perubshan pertama terjadi pada tahun 1999, perubahan kedua terjadi pada tahun
2000, perubahan ketiga terjadi pada tahun 2001, dan perubahan keempat terjadi pada whun
2002, Akibat dari perubahan UUD 1943 ini maka terjadi pula perubahan pengaturan
lembaga negara, lembaga pemerinah, kekuasaan lembaga negars dan lembaga pemErintah,
hak azasi manusia, serta hak-hak rakyat. Perubahan UUD 1945 mengandung pengertian
perubahian landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia

Meskipun perubahan disambut  baik unwk  mengakomodasi  perkembangan
kehidupan bernegara, namun masih menimbulkan pro dan kontra terhadap LIUD 1945
scbagai landasan konstilusi. Sebagian komponen bangsa Indonesia menganggap perubahan
ULITY 1945 sudah baik, tetapi sebagian komponen bangsa lainya menghendaki agar ULID
1945 dilakukan perubahan kembali, karena dianggap belum memenuhi kebutuban aspek
kenstitusional. Namun, sampai dengan penelitian ini dilakukan, perubahan kemball tersebut
belum pernah dilakukan. Karena itu peneliti tertarik wntuk meneliti semua aspek yang
diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan ini sebagai landasan konstitusional Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan vang diteliti adalah apakah UUD 1945 telah
memenuhi kriteria sebagai landasan konstitusional Megara Kesatuan Republik Indonesia?
Apakah gagasan perubahan ULD 1945 merupakan gagasan yang perlu dilaksanakan?

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatit.

Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum tertulis (dokumenter) vang terdiri atas
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bzhan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunduer
berupa doktrin atau teori hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Bahan
hukum tersebut dipelajari, diidentifikasi, klasifikasi, dan dianalisis untuk menjawab
permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, secara materi muatan, UUD 19435 telah memenuhi
kriteria konstitusi., Unsur-unsur materi muatan konstitusi telah terdapat di dalam UUD
1945. Pembagian kekuasaan, pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia, adanya
peradilan yang bebas atau mandiri, dan adanya pengaturan hubungan kekuaspan dengan
rakyat {masyarakat) vang dikuasai sudah diatur di dalam UUD 1945, Karena itu UUD 1945
sudsh memenuhi aspek sebagai landasan konstitusional MNegara Kesatuan Republik
Indonesia.

Meskipun demikian, beberapa materl mauvatan konstitusi masih mengandung
permasalahan vang dapat menimbulkan  kerancusn dan kesalashan interpretasi. Beberapa
permasalahan terscbut adalah:
|. Terdapat lembaga negara yang bukan lembaga negara vang fundamental, yaith Komisi

Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Ecberadaan lembaga tersebut merupakan kelanjutan dari keberadaannya lembaga
kekuasaan kehakiman, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan pemerintahan. Karena itu

pengaturannya tidak perlu tercantun di dalam UUD 1945, melainkan cukup diatur di

dalam undang-undang.

b

Beberapa ketentuan mengenal kekuaspan legislatif, tugas Mahkamah Konstitusi, Dewan
Pertimbangan Presiden, dan pengaturan hak asasi manusia di dalam ULUD 1945 udak

jelas dan rancu, Kekuasaan legislatf dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat tetapi
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lembaga ini tidak bisa membentuk undang-undang. Bahkan dalam hal ini, Peran
Presiden vang lebih manentukan bagl pembentukan undang-undang, karena Presiden
berperan membuat rancangan undang-undang, membahas dan membert persetujaun
bersama  rancangan undang-undang, den mengesahkan rancangan  undang-undang
menjadi undang-undang.  Kekuassan Dewan Perwakilan Daerah dalam kekuasaan
legislative juga Gdak kual, sehingga peranannya sangat tidak jelas. Mahkamah
Konstitusi mempunyai tugas vang melampaui hakekatnya sebagai pengadilan hukum
tata negara. karena Mahkamah Konstitusi diberi wewenang mengadili perbuatan‘pidana
dan perbuatan tercela. Padahal perbuatan pidana adalah ranah pengadilan umum vang
bermuara pada Mahkamah Agung. Perbuatan tercela merupakan perbuatan yang
melanggar etika, vang tidak diatur secara hukum dalam peraturan perundang-undangan,
Karena itu tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perbuatan tercela Presiden atau

Wakil Presiden melampaui batasun mahkamah konstitusi,
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PRAKATA

Indonesia adalah negara vang berdasarkan atas hukum (rechsstaary dan bukan
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machizraar). Keberadaan hukumy menjadi sanguat
penting, mengingat hukum sebagai landasan atau dasar dari keabsahan atau kebensran
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Karena itu, hukum harus
diciptakan dan mengatur semua aspek kehidupan secara baik, sehingga hukum menjadi
bermanfaat bagi setiap orang, masvarakat, bangsa, dan negara.

Para pendiri bangsa (founding fathers) menvadari pentingnva keberadaan hukum.
Ketika mempersiapkan kemerdekaan Negara Indonensia, salah sate yang menjadi
perhatian adalah pembuatan rancangan hukum yang disebut Rancangan Undang-Undang
Dasar MNegara Indonesia. Dengan dilandasi tekad vang kuat dan kompetensi vang
memadai, maka rancangan tersebut berhasil ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar
MNegara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian
dikenal dengan sebutan Undangt-Undang Dasar 1945 (disingkat ULUD 1945), UUD 1945
ini adalah hukum pertama vang ditetapkan oleh Negara Indonesia. Pada tahun kedua
kemerdekaan. vakni tahun 2964 diterbitkan Penjelasan Undang-Undang 1945, vang
antara lain menyatakan “Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang
tertulis™, Hukum dasar disebut juga konstitusi, sehingga UUD 1945 telah dinyatakan
sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Repubik Indonesia

Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat
(disingkat MPR) telah melakukan perubahan (amandemen) UL 1945 sebanvak empat
kali, vang dikenal dengan sebutan amandemen pertama {(tahun 1999), amandemen kedua

(tahun 2000), amandemen ketiga (tahun 2001), dan mandemen keempat (2002). Melalui



perubohan  ini, diharapkan UUD 1945 mampu memenubi untutan  landasan
konstitusional sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kenvataannya, masih
terdapat pro dan kontra terhadap materi muatan LIUTY 1943 sebagai landasan konstitusi
Megara Indonesia. Sebagian orang berpendapatl bahwa UUD 19435 vang telah diubah
empat kali perlu diubah kembali, Meskipun sampai dengan penelitian ini dilaksanakan
belum terjadi perubshan kembali UUD 19435, pro dan kontra di atas menonjukan bahwa
UUD 1945 hasil amandemen sebagai landasan konstitusi Negara Indonesia masih
menjadi persoalan. Karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul
schagaimana dinvatakan pada balaman muka laporan penelitian ini,

Proses penelitian telah berlangsung kurang lebih enam bulan, Sesus dengan
tahapan proses pemilihan, penelitian telah selesai dilaksanakan, sehingga dengan ini,
peneliti menyajikan laporan hasil pemelitian tersebut. Peneliti mengharapkan hasil
penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata
Megara. Di sisi lain, peneliti mengharapkan agar hasil penelitian dapat bermanfaar bagi
herbagai pihak, utamanya adalah Universitas Tarumanagara, Lembaga Penelitian dan
Penulisan ilmiah (LPPI) Universitas Tarumanapara, Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara. dan semua pihak yvang memerlukan hasil penelitian .

Dengan selesainya penelitian ini, maka peneliti mengucapkan terima kasih
kepada semun pihak, utamanya peneliti sampaikan kepada:

1. Dr. Ir, Chairy, S.E., M.M. selaku Rekior Universitas Tarumanagara. sehingga
penelitian ini dapat dan selesal dilaksanakan.

2. Ir. Yap Tji Beng, Ph.D. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Penulisan llmiah
Universitas Tarumanagara, vang telah menyetujui penelitian peneliti, sehingga

penelitian ini dapat dan berhasil dilaksanakan,
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3, Gunardi, S.H, . M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, vang
telah mengijinkan peneliti melaksanakan penelitian ini.

4. Pimpinan Fakultas Hukum lainnya yang memfasilitasi kebutukan peneliti dalam
melaksanakan penelitian.

5. Para dosen Fakultas Hukum yang membantu peneliti melalui diskusi yang akrab dan
menarik mengenai masalah-masalah dalam penelitian ini.

6. Stal administrasi Fakultas Hukum dan LPPI yang turut membantu peneliti dalam
proses administrasi penelitian,

7. Keluarga peneliti yang memberikan dorongen semangat dan pengertian kepada
peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti telah berupaya agar penclitian ini menghasilkan hasil penelitian yang
baik. Apabila dipandang masih ada kekurangan, maka peneliti mohon maal sedalam-
dalamnya. Penulis juga tetap terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun,
vang dapat dijadikan bahan perbaikan penelitian yvang akan datang.

Akhirnya penulis panjatkan segala puji dan syukur kepads Allah SWT, atas
rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaian penelitian ini. Semoga

hisil penelitian ini bermantaat, Amin,

Jakarta, 30 Juni 20101,

Peneliti

Vil



DAFTAR ISI

RNEkasan dan SUIMMEIY e saisin
PTERBIR oocviserrerbbinasibng

Daftar Isi ........
tPENDAHULLAM

BaB |

BAB 11

BAB 1

BAB IV

BAB W

A. Latar Belakang Masalah ......occeiiniiin

B. Identifikasi Masalah ..o .

L. Rumusan Masalah oo it

D, Berangka KonSeptual ... s s s seresnes

E: msternadi B PRl ERam oo oo i isiian e i e

s TINJALIAN PUSTAKA

A. Keloamsaan Mengatur Negar ..o

B. Hakikat Undang-Undang Dasar

:TUIUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A DO PEHBITERIR, v isimsssesponsss s s g hsasiaiiaks

B. Manfaat Penelitian ....cocvicccnininnans

' METODE PENELITIAN
A Sifat Metode Penelitian

B. Jenis Metdde PemeliEan i ivsoasessnersrs s vess soas bed

C, Tempat dan Objek Penelitian ....ciiciiiisiii

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data ..........
B A nBlISi B it i e s e e e

: DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

AL Data Hasil penelitian .o

. Sejarah UUD 1945

24

&7
27
28
29
29

al

viii



I

=

ULD 1945 Pasca Amandemen ..o i b,

B. PembBaliasail] .. ssissesesmmmasssrsomsno

l. Undang-Undang Dasar 1943 sebagai Landasan Konstitusi

B L ONDRIN oo itain i i nsism i i A PR A A S
2, Gagasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 i

BAB VI s PENUTUP

B e T i A A Y i s

DAFTAR PUSTARA

LUUD 1945 Sebelum Digmandemien . .. s o
3. Amandetien LLTIY 1985 iiiismninnssnnasrinnssnnrs oo s sssnssnsii

£

a7
K

63

il

ix



BAR 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahinya, tangal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami pasang
surul penyelenggaraan negara. Pada awalnya, penvelenggaraan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan landasan konstitusi Undanp-Undanpg Dasar
MNegara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (disinngkat WUD ﬂI 943,
Landasan konstitusi im tidak mampu bertahan lama, karena sejak 27 Desember
1949, UUD 1945 diganti dengan Konstiusi Republik Indoensia Serikat
{disingkat Konstitusi RIS 1949), Dengan perubahan tersebut, periode tahun 1945
ssampai dengan tahun 1949 dikenal dengan sebutan periode pertama berlakunya

ULD 1943,

Pada awalnya Konstitusi RIS 1949 dianggap sebagai konstitusi yang
diterima  sebagai  landasan  penvelenggaraan  negara  Indonesia,  Dalam
kenyataannya, konstitusi tersebut hanya mampu bertzhan delapan bulan. karena
sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaka lagi,
dan diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (disinpgha
UUDS 1950). Sama seperti Konstitusi RIS 1949, UUDS 1930 juga tidak mampu
pertahan lama, karena sembilan tahun kemudian, tepatnya sejak tanggal 3 Juli
1939, Negara Repubhk Indonesia menetapkan kembali berlakunva ULD (945

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1530 Tahun 1939 temang Berlakunya



Kembali UTID 1945, Tni berarti sejak tanggal tersebut ULITYS 1950 tidak berlaku

lagi sebagai landasan konstitusi Negara Jesatuan Republik Indonesia.

Sejak tanggal 3 Juli 1959 sampal dengan sekarang, MNegara Kesatuan
Republik  Indonesia  berlandaskan pada  landasan  konstitusi UUD 91435,
Meskipun demikian, praktk penvelenggarasn negaranya mengalami beberapa
kali perubahan masa. Sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, UUD 1943
digunakan sebagai landasan konstitusi Pemerintahan Orde Lama. Sejak tahun
1966 sampai dengan tahun 1998, UUD 1943 digunakan sebagai landasan
konstitusi Pemerintahan Orde Bane Kemudion sejak tahun 1998 zampa -:iengan
sekarang, 'UD 1945 digunakan sebagai landasan konstitusi Pemerintahan Orde

Reformasi.

Meskipun mengalami beberapa perubahan landasan konstutisi dan rezim
pemerintahan, sejak semua, Negara Indonesia telah mengidentifikasikan din
sebagai negara hukum (rechstaot). Semula identifikasi ini dinyataan secara
cksplisit di dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yvang menvatakan bahwa
“Indonesia adalah neparn  berdasarkan atas hukum (rechissiaal) dar bukan
berdasarkan amas kekuasaan belaka (mochissionf)”. Sewelah UUD 1943
mengalami perubahan (amandemen), identifikasi tersebut dinyatakan secara

eksplisit pada Pasal 1 Ayat (3) ULITY 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia

adalah Negara Hubum™,

Hukum menjadi landasan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan
bermasvarakat. Keberadaan hukum menjadi sangat penting, dan merupakan

keniscayaan, yang harus ada dan berfungsi melandasi berbagar aspek kehidupan



negara  Indonesia, Hukum juga menjadi dasar pertangungjawaban  segala
aktivitas atau perbuatan warpa negara. Karena itu, hukum perlu dibuat oleh
negara, diberlakukan, ditegakkan, dievaluasi, dan disempurnakan sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat,

Prinsip di atas mendasari pemikiran para pendiri bangsa (funding father),
pada saat menjelang dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, satu
hari setelah pernvataan kemerdekaan Indonesia, funding father melabn Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat PPKI) membuat dan menetapkan
zalah satu jenis hukum. yakni UUD, yang kemudian dikenal dengan schutan
UL 1945, Dalam perkéembangannya, puna pengamran kehidupan negara,
Megara telah membentuk berbapgai jenis peraturan, vang disebut dengan

peraturan perundang-undangan, yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan LU

1945,

Berbagai jenis peraturan perundang-undangan telah dibentuk oleh negara,
namun pembentukan peraturan tersebut masih bersifat pragmatis. sehingga
belum tercermin adanya ketertiban hukum. Penertiban ini mula dilakukan sejak
awal lahirmya rezim Orde Bary, vakni dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis
Perbusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRE/1966 tentang Saomber
Tertib Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan
Perundanpan Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat Ketetapan MPRS
No, 66/MPRS/1966). Melalui Ketetapan MPRS tersebut, negara menentukan
dan menetapkan hirarki Peraturan Perundang-Undangan Megara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai beriko:

1. Undang Undang Dasar 19435,



2. Ketetapan MPR:
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Penpggantt Undang-LUindang;
4. Peramuran Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri;
7. Instruks: Menteri:
8, Dan lain-lain.

sejalan dengan kebutuhan hukum dan pengaturan negara, peraturan
perundang-undangan sebagaimana ditetapkan oleh Ketetepan M]’FS i atas,
dipandang kurang tepat lagi, schingga negara melakukan peninjauan dan
penvusunan kembali peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Karena
it pada tahun 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat {disingkat MPR)
menetapkan Ketetrpan MPR Nomor HUMPRRU2000 tentang  Peraturan
Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR ini
menggantikan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Sesual dengan
Ketetapan MPR No. HEMPRELZ000, peraturan perundang-undangan MNegara
kesatnan Republik Indonesia terdin atas:
l. Undang-Undang Dasar 1943
2. Ketetaapan MPR;
3. Undang-Undangp;
4. Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
fi, Keputusan Presiden; dan

7. Peraturam Dacrab.



Tampaknya, peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan
dalam Ketetapan MPR No, [II'MPRA2000 masih mendapat kritik dari berbagai
kalangan. Peraturan perundang-undanpan tersebut dipandang kurang tepat,
schingga negara melakukan peninjauan kembali. Pada tahun 2004, negara
melalut lembaga Legislatif menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Pertauran Perundang-undangan. Melalul Undang-Undang
ini, negara menetapkan peraturan perundang-undangan vang baru, yang terdiri
atas:

l. Undang-Undang Dasar | 945

B

. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undanp-Undang;

gl

. Peraturan Pemerintah;

4. Keputusan Presiden; dan

L )

. Peraturan Daerah.
Selmn o, peraturan yang dibuat oleh lembaga negara dan lembaga pemenntah

yang dibentuk berdasarkan peraturan di atasnya diakui juga schagai peraturan

perundang-undangan.

Tampaknya, negara tidak merasa benar melakukan peraturan negara
dengan berbagai jenis peraturan di atas, Karena itu, pada tahun 2011, lembaga
Legislatif, kembali menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan UL
No. 10 Tahun 204, Menunn U0 No.o 12 Tahun 2011, jenis Fe;nmn
Perundang-undangan Negara Indonesia terdini atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Ketetapan MPR;



3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4, Peraturan Pemerintah;

3, Keputusan Presiden: dan

6. Peraturan Daerah Propinsi;

T. Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kota.

Selain itu, peraturan yang dibuat oleh lembaga negara dan lembaga pemerintah
vang dibentuk berdasarkan peraturan di atasnya diakui juga sebagai peraturan

perundang-undangan,

Meskipun peraturan perundang-undangan  mengalami 'I:I-:b-:-mpﬂ* kali
perubahan, namun keberadaan UUD 1945 tetap dipertahankan. Kedudukann
ULID 1945-pun tetap dipertshankan sebagai peraturan negara tertinggi. Hal lain
vang terjadi pada UUD 1945 adalah perubahan isi (ketentean) UUD 1945 vang
mengalami empat kali perubahan. Pada tahun 1999 MPR telah melakukan
perubahan UUD 1945, Pada awalnys, MPR memandang perubaban tersebut
telah tepat dan baik memenuhi kebutuhan landasan konstitwional negara
Repubhk Indonesia. Namun, pada wmhun 2000, MPE kembali meakukan
perubahan, yang dikenal dengan perubahan kedua UUD 1945, karena perubahan
UUD 1945 pertama dipandang kurang memenuhi  kebutuhan landasan
konstituional. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2001 dan tahun 2002, sehingga
MPR kembali melakukan perubahan UUD 1945 ketiga dan keempat agar UUD

1945 memenuhi kebutuhan konstitusional.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusioan] negara masih menjadi
persoalan. Meskipun MPE tidak lagi melakukan perubahan {(amandemen),

namun beberapa orang atau kalangan menganggap bahwa ketentuan 1UUTD 1945
i



belum cukup memenuhi kebutuhan landasan konstitusional, sehingpa orang atau

kalangan ini menghendaki agar ULUD 1945 diubah kembali.

Melihat kondisi di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalami
ketepatan UUD 19435 scbagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik
Indnoeisa,  Mengingat hal tersebut, penclitian menetapkan judul penelitian
*Analisis Yuridis Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Megara Indonesia™.

. ldentifikasi bMazalah

Konstitusi memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kehidupan
bemegara, baik untuk pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya
maupun untuk praktik penyelenggaraan negara. Terkait dengan judul dan latar
belakang tersebut di atas, terdapat beberapa hal vang dapat diidentifikasikan

untuk mengenal lingkup permasalahan yang ada. Bebeerapa hal identifikasi
dimaksud adalah:

1. Indongsia adalsh pegara yang berwensng membentuk, menetapkan, dan

mengubah UL 19435,

2. Konstitusi adalah hukum dasar negara. yang melandasi semua aspek

penyelenggaraan kehidupan bemegara;

3. Undnag-Undang Dasar 1945 merupakan norma yvang kedudukannya di bawah
norma fundamental negara (Pancasilan). karena itu maten muatan LILITY 1945
masih bersifat pokok saja vang merupakan penjabaran norma-norma

Pancasila;



. Undang-Undnag Dasar 1945 adalah peraturan tertinggi/peraturan  dasar
MNegara Republik Indonesia, yang menjadi landasan Konstitusi Negara

Republik Indonesia;

. Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan di bawahnva, karena itu UUD 1945 menjadi dasar konstitusi

pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya;

. Undang-Undang Dasar dibuat oleh MPR, sehingga kebutuhan materi UULD

| 945 sebagai landasan konstitosional dipahami aleh MPR:

=

. Pandanpan orang atau kalangan yang menghendaki agar UL 1"445 diubuah
kembali agar memenuhi ketentuan Konstitusi hanyalah sebatas pandangan
atau pendapat, vang dapat dijadikan masukan bagi MPR untuk menyesuzaikan
ketentuan UUD 1945 sesuai kebutuhan konstitusional MNegarn Republik

Indonesia.

Eumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, UUD 1945 merupakan peraturan

tertingei Nepara Republik Indonesia. Materinya telah mengalami perubahan

hingga keempat kali. Secara formal, MPR belum melakukan perubahan kembali

ULIED 1943, sehingga dapat dinsumsikan UUTD 1945 telah memenuhi kebutuhan

landasan konstitusional. namun di balik itu, masih terdapat orang atau kalangan

yang menghendaki UUD 1945 diubah kembali. Karena itu, permasalahan yang

diangkat dalam penecltiian ini adalah apakah UL 1945 telah memenuha kriteria

schagal konstitusi vang dapat dijadilan Landasan Konstitusional Negam
B



Republik Indonesia? Apakah pagasan perubahan L'UD 1945 masth perlu

ditaksanakan?

Kerangka Konseptual

Sesual dengan judul dan permasalahan di atas, terdapat beberapa konsep

vang perlu diurniakan keranga konsepsinya, sehingga ada kesamaan pemahaman

tentang konsep tersebut. Beberapa konsep dimaksud adalah:

fad

. Analisis Yudiris adalah uraian dari aspek hukum yang membahas atau

mengkaji permasalahan berdasarkan data hasil penelitian dan teori/bahan
pustaka. Aspek hukum vang dimaksud adalah aspek Hukum Tata Negara

vang terkait dengan konstitusi dan maten muatan/ketentuon LTI 1945,

. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan negara tertulis yang meruakan

peraturan negara lertinggi, vang meliputi bagian Pembukaan dan Pasal-Pasal

LD 1943,

Landasan Konstitusional adalah landasan hokum dasar atao hukum vang
menjadi fondasi bagi pembentukan peraturan di atasnya dan landasan hukum
tertinggi bagi prakiik penvelenggaraan negara, kehidupan berbangsa, dan
kchidupan bermasvarakat [ndonesia

. Mepara Repubhik Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia vang

dilahirkan tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini.



E. Sistematika Pepulisan

Hasil penclitian ini disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Laporan ini

terdiri atas enam bab, yang masing-masing menguraikan materi laporan sebagai

berikut:

BABI:

BAB 11:

BAR III:

PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan sajian awal penchitian ini, vang secara
substansi mencakup latar belakang, identifikasi masalah, rumusan

masalah, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTARA

Bab [11 mengemukakan ulasan materi dari aspek teoretis atau pustaka
yang relevan untuk mengkaji permasalahan penelitian dan data hasil
penelitian. Uraiak bab ini meliputi kewenangan mengatur negara,
peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 scbagai
konstitusi, Kriteria Konstitusi, norma konstitusi, nilm konstitusi,

macam-macam konstitesi, dan fungsi kenstitust,
TUIUAN DAN MANFAAT PEMNELITIAN

Bab ini mengemukakan tujuan vang akan dicapai atas penelitian
terhadap permasalahan vang dimekukakan pada Bab 1, dan manfaat
vang akan diperoleh dari hasil penelitian bagi beberapa pihak atau
kalangan. baik peneliti, lembaga Universitas Tarumanagara, maupun

hagi negara
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BAB IV: METODE PENELITIAN

Bab IV mengemukakan metode penelitian yang digunakan untuk
mengmpulkan, menganalisis, dan menyajikan data sesuai dengan
permasalahan vang diteliti. Uraian bab ini meliputi: sifat penelitian,
jems metode penelitian, objek dan lokasi penelitian, alst pengumpul

data, dan pendekatan analisis vang digunakan peneliti.

BAB V: DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ¥ mengemukakan data hasil penelitian dan pembahasan techadap
permasalahan sesuai data hasil penelitian dan tinjauan ]:!-ust.aka. Uraian

bab ini meliputi data Undang-Undang Dasar 1945, Kriteria UUD

1945 sebagai konstitusi, dan Perubahan UUD 1945,

BAB VI: PENUTUP

Bab ini adalah uraian akhir materi penelitian. Uraian bab ini meliputi

kesimpulan dan saran.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Mengatur Negara
Kekuasana mengaiur Negara adalah  kekuasaan Negara di Bidang
Pengaturan Negara. Dalam negara hukum, kekvasaan menjadi  penting,
mengingal keberadaan peraturan negara merupakan koensekuensi dan nEgars
hukum tersebut. Hal ini sebapaimana dinyaiakan dalam Pasal | r"..}';it {3) UuD
1945 =ecara wgas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Im berarti keberadaan
hukum merupakan suatu keharusan, Tentu saja pembentukan hukum  ini

dilnksanakan berdasarkan Kekuasaan mengatur negara.

Kekuasan mengatur negara sangat dipengaruhi oleh sistem kedaulatan yang
dianut olch suatu negara. Dalam negara demokrasi, kedavlatan negara ada di
tangan rakyat, vang kemudian dikenal dengan sebutan kedaulatan rakyat. Pada
negara yang diktator atau absolut, kedaulatan negars ada pada seirang diktator,

misalnya raja.

Indonesia adalah nepara yang demokrasi. sehingga kedaulatan negara
berada di tangan rakvat (Pasal 1 avat (2) ULD 1945, Rakvat [ndonesia memiliki
kekuasaan tertinggi di dalam negera, sehingga rakyatiah yang berwenang

mensmukan kehidupan bemegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam negara
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Indonesia. ' Meskipun demikian. rakyat tidak serta merta melaksanakan
kKedaulatannya  secara  langsung, karcna pelaksanaan  kedaulatan  rakyat
bergantung pada sistem kedaulatannya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara
[ndonesia harus mengacu pada ketentwan Pasal 1 Avat (2) UUD 19435, Pasal
tersebutl  menyatakan “kedauiatan negara adalash di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurul Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan
kedaulatan rakyat Indonesia harus berdasarkan ketentuan yang mengamrbya di

dalam ULID 1945,

UUD 1945 membagi pelaksanaan kedaulatan rakyal ke dalam dua I'nE'I.lL-'EIJTl
vaitu pelaksanaan kedaulatan rakvat secara langsung oleh rakyat dan pelaksanaan
kedaulatan rakyvat secara tidak langsung oleh rakyat (melalui lembaga-lembaga
negara), Pelaksanaan kedaulatan rakyat pertama dikenal dengan sebutan
demokrasi langsung (direct democracy) dan pelaksanaan kedaulatan rakyat kedua
dikenal dengan demokrasi tidak langsung (indirect democracy) . Rakvat
mempunyai kekuasaan melaksanakan kedaulatannya sccara langsung dalam hal
memilih wakil rakyat {Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah) melalui pemilihan umum, dan memilih
kepala dan wakil kepala pemerintahan negara (Presiden dan Wakil Presiden)
melalui  pemilihan umum, dan memilih kepala dan wakil kepala daerah
(Gubernur dan Wakil Gunernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota). Selain kedua hal tersebut rakyat menyerahkan pelaksanaan

:Eili[ﬂll K. Sarapih, Kedilaton Rakyat dan pesiliban Uwe, (Jakara: UL Press, 1984 hal, 28,
fhid, hel 42,
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kedaulatannya kepada lembaga negara tertentu sesuai dengan tugas dan

wewenangnya yang distur oleh UTTITY 1945,

Sesuai dengan ketentuan di aias, kekuasaan mengatur negara Indonesia
vang tettinggi ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan peraturan bags
negara dan kehidupan bernegara, Meskipun demikian pelaksanaan kekuasaan ini
tidak dupat dilaksanakan langsung olch rokyat tetapi melalul lembaga negara
tertentu. Menurut Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945, kekuasaan mengatur negara
melalui UUD dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat {MPR), karena
itu, MPR memiliki kekuasaan mengatur negara Secara kﬂnﬂtitutif"ikt:k:lmaim
konstimtify, vaitu kckuasaan membentuk UUD. Kekuasaan mengalur negara
melalui  Undang-Undang (ULT) dilaksanakan oleh Presiden dan  Dewan
Perwakilan Rakvat secara besama-sama, vang dikenal dengan kckuasaan
legislatif. Kekuasaan mengatur negara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPU} dilaksanakan olech Presiden sebagai lembaga
eksekutif. Demikian pula kekuasaan mengatur negara melalui  peraturan
pelaksana dan peraturan otonom  dilaksanakan oleh lembaga pemernintah

{eksekutif) tertentu sesuai dengan kewenangan yvang dimilikinya,

Hakikat Undang-Undang Dasar

Dalam berbagai literatur, beberapa ahli hukum belum sepaham mengartikan
Undang-Undang Dasar (UUD) bila dikaitkan dengan istilah konstitusi, Beberapa
ahli hukum menganggap kedua istilah itu mempunyai arti sama, tetapi beberapa
ghli hukum lainnya mengangeap kedua istilah itu memiliki arti yvang berbeda.

Misalnya, Herman Heller vang ditkuti oleh Harmailly lbrahim mengatakan
14



“konstitusi itu lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, karena Undang-
Undang Dasar hanya merupakan salah satu pengertian dari tipa pengertian
konstitusi. Ketiga pengertian konstitusi dimaksud adalah:

a. Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masvarakat
sebapai suatu kenyataan (Ihe Politische Vervassung als gesellschefiliche
Wirklichkeiry, Di sini konstitusi belum merupakan konstitusi dalam  anti
hukum (ein Rechisverfassung) melainkan dalam anti sosiologis atau politik:

b. Konstitusi sebagai  kesatuan  kaidah  hukum  (Die  Verselbarandigre
Rechtsverfassung), DI sini konstitusi sudah mempunyai pengertian Hukum
namun masih belum dirumuskan dalam suatu naskah hukum konstitusi;

€. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagal peraturan perundang-
undangan tertinggi” naskah konstinsi, *

Menurut pendapat ini, LUUD hanyalah sebuah naskah konstitusi tertulis.

sedangkan konstitusi tu sendini meliputi juga tiga pengeriian lainnya seperti

tersebut di atas.

Pendapat yvang hampir sama dikemukakan oleh K.C. Wear. Ahli hukum ini
mengatakan:

“The word constitutions ic commonly used in af leas fwo senses fn any
erdinary discussion of political affairs. First of all it is wsed to described
the whole system of government od a country, the collection of rules which
establivh and regulate or govern the government, This rules are partly
legral, in the sense that courts of law will recognize and apply them, and
partly non-legal or extra legal, toking the form of wsages, understandings,
custom, or conventions which courts do not recognize ay law but which are
noi less effeciive in regulaiing the government than the rules af law strictly
co colled,.. Second, it is used to described nol the whale collection of rules,

" Moc. Kusnadi dan Harmaily [brahim, Pengantar Hukum fata Negara, (Jakarin: Ul Press,
1986, bl 60-62.
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legai, and non-legal, but rather a colleciion of them which has wswally been
embadied in one document or in a few closely relacted document™

Menurutnya, konstitust memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi yang tidak
dituangkan ke dalam svatn dokumen dan yang dituangkan ke dalam suata
dokumen. UUD dianggap sebagai konstitusi yang ditwangkan ke dalam suatu
dokumen, sedangkan konstitusi meliputi juga hukum dasar yang tidak dituangkan
ke dalam suatu dokumen. Ini berarti UUD diarttkan lebih sempit dibandingkan

dengan konstitusi.

Pendapat di atas juga diikuti oleh J.C.T. Simorangkir, dengan mengatakan
bahwa “ULID 1945 adalah konstitusi vang tertulis sedangkan konvensi
ketatanegaraan adalah konstitusi yang fidak tertulis™, Wolhoft juga memandang
konstitusi sebagal genusnya sedangkan UUD sebagai spesiesnya”. Pendapat ini

mengartikan UUD merupakan bagian dari konstitusi.

Pendapat-pendapat di atas pernah diperkuat oleh Penjelasan UUD 1945
(Penjelasan UUD 1943 sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2000) dengan
menyebutkan “Undang-undang Dasar adalah sebagian hukumnya dasar negara,
karena selain hukum dasar negara yang tertulis terdapat pula hukum dasar negara
yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis i disebut konvensi

ketatanegaraan.

Y K.C. Wear, Modern Constitutional, {London: Rousell & Rousell, 1973). hal | dan 2.
* Simorangkir, LC.T. Mukum dan Konstinusd Madoresia 1, Cet. 2 (Takarta: Gunung Agung, 1987),
hal. 2-3,

* Wolboft, LG. Pengantar fiwew Hikior Tata Negara Republik fndowesia, (Jakarta: Timun Mas,
19607, kal. 19,
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Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, UUD diartikan sama dengan
konstitusi. Penyamaan pengertian ini telah berkembang sejak abad ke 17, ketika
Oliver Cromwell menamakan Undang-Undang Dasar schagai insirumert of
Government atau pegangan pemerintah untuk memerintah’. Paham ini kemudian
disdopsi oleh Amerikn Serikat dan Perancis, sehinggan muncullah Konstitusi
Amerika Serikat dan Konstitusi Perancis. Lasalle dan Struyken yang menganut
paham modem juga mengikuti jejak Oliver Cromwell denpan menyatakan

konstitusi sama dengan Undang-undang Dasar,

Di Indonesia, Wirjono Prodjodikors memiliki pendapat yamg RE;IEII'IHm
dengan pendapat Oliver Cromwell. Wirjono Prodjodikore menvataka “Perkataan
konstitusi  berarti  pembentukkan, vang berasal dari kata keria constituer
(Perancis) yang berarti membentuk, sedangkan Kita tahu vang dibentuk adalah
negara. Jadi konstitusi mengandung permulsan dari segala peraturan mengenai
sugtu negara. Konstitusi sama dengan Gromdhwed dalam bahasa Belanda dan di

Indonesia sama dengan Undang-undang Dasar™.

Juniarto juga mengatakan “untuk menyebut pengertian tersebut (maksudnya
UULY) dalam kalangan orang Indonesia, di samping istilah Undang-Undang
Dasar lazim pula digunakan istilah konstitusi, Demikian puls orang Belanda, di

samping menyebut istitah Gromgdwer juga mengenal istilah Konstiruie™.

o
fhid,
® Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukwm Tate Negara DI Indowesia, (Jakarm: Dian Rakyat,
IETD‘L.]'ELI. 11

Juniarto. Selayang Pandang Tentong Sumber-sumber Hikum Tata Negara DY Indonesia
(Yopwnkarta: Liberty, 1987, hal. 27,
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Selain pakar-pakar di atas, Sri Scemantri dalam tulisannya menyebutkan
“negara Republik Indonesia mempunyai Undang-undang Dasar atae konstitusi™"
Tulisanya ini mengandung arti bahwa 1TUD adalah sama dengan konstitusi. Hal
ini dipertegas dengan pemyataannya yang ditulis dalam catstan kaki dari
bukunya bahwa “penulis menmggunakan istilah konstitusi sama dengan Undang-

undang Dasar (grondwe)™ ',

Apabila memperhatikan praktik pengpunaan kedua istilah di atas, Negara
Republik Indonesia pernah mengpunkan kedua istilah itu untuk maksud yang
sama. Pada tahun 1943 Indonesia menppunakan istilah UUD dengan ﬂ-umct-:;pkun
Oendang-Oendang Dasar Negara Kesatoean Repoeblik Indonesia Tahun 1945,
Pada tahun 1949 Indonesia menggunakan istilah konstitusi dengan menetapkan
Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada tabun 1950 Indonesia menggunakan
kembali istilah UUD dengan mencapkan Undang-Undang Dasar Sementara
Tahun 1950, Kemudian sejak tahun 1959 Indonesia kembali menggunakan istilah
UUD (yakni dengan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai ULUD Nesara
Kesatuabn Republik Indonesia), Fakta tersebut menunjukan penggunaan istilah
ULID dan konstitusi di Negara Indonesia mengandung pencpertian vang sama
vakni sebapgai hukum dasar nepara tertulis. Pada masa-masa itu juga, selain ada
hukum dasar (konstitusi) yvang tertulis terdapat juga hukum dasar (konstitusi)
yang tidak tertulis yang disebut konvensi ketatanegaraan, Dari aspek praktis ini,

membuktikan bahwa untuk Indonesia, kedua istilah tersebut memiliki arti vang

'L'I Sri Soemantrl,. Prosebud dan Sistém Perubalagn Konstitaed, (Bandang: Alumni, 1986), hal |
Tixid.
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sama, yakni hukum dasar negara yang tertulis dan tidak tertulis. Persoalan lebih

lanjut adalah apa yang dimaksud dengan hukum dasar?

Menrut James Brys UUD adalah “a frame of political society, organized
through and bay law, that is to say. ane in which law has extablished permanent
institution with recognized funcrions and definite rights” miauw “a collection of
principles aecording o which the power of the governmeni, the rights of
governed, and relation between the two are adiusted””, James Brys mengatakan
ada tiga hal yang diatur di dalam konstitusi, vaitu pokok kekuasaan pemeriniah

(negara), hak-hak rakyat yang diperintah, dan hubungan antara keduardva.

Dalam pandangan Wirjono Prodjedikoro, aturan pokok dimaksud di atas
adalah peraturan permulaan tentang MNegara'' . karena itu aturan tersebut masib
bersifat aturan dasar, yang hanya mengatur negara dalam garis besar. Dengan
kata lain, UUD hanya berisi aturan tentang kerangka dasar negarn atsu apa vang
harus diperbuat oleh bangsa dan negara secara mendasar (framework of ration
and state) "' . Pendapat ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen, yang
menyatakan bahwa “constituiion, usually characterized as it fundamental law, is
the basic of national legal order™ dan “regulating the creation of general norms

(statutes) may also determine the content of fulure statutes™,

Apabila meminjam pendapat Hans Nawiasky, UUD (di Indonesia dalam

arli ketentuan pasal-pasalnya atan batang mbubnya) disebul “staar grumdgesess

" CF. Strong, . Modern Political Constitusions.( London: Sidgwick dan Jacson, 1973), 10._

" Wiryono Prodjodikorn, Gpeir, 1.

" amiruddin Sjardf, Perundang-undangan, Jenis, Dasar. dan Tekmnik Membuatnye. {Jakarma
Bina Aksara, |987), 26.

* Hans Kelsen, General Theory (3 Law and Stare, Translated bay Anders Wedberg, (New York:
Fussel & Russel, 19733, hal, 258
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{#turan dasar negara). Norma ini berada di bawah staarfundamenralnorm (norma
fundamental negara) tetapi di ates formedlegeserz  (awran  formal) " .
Staatsfundamentalnorm dicerminkan dalam tata susunan norma negara Indonesia
sebagal Pancasila sedangkan formeilegesets dicerminkan ke dalam Undnag-
undangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU/Perpu)’’. Dengan
demikian UUD merupakan ateran dasar negara yang dibentuk berdasarkan

Pancasila dan menjadi dasar pembentukan UU/Perpu.

Drari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa UUD adalah hukum
dasar yang mengatur aturan dasar tentang permulaan negara yaitu atoran ;egnm
vang masih bersifat pokok/dasar/garis besar. Aturan ini ini hanva mengatur
kerangka dasar atau pokok negara. Aturan demikisn menyangkut kekuasaan
negara (penguasal, hak-hak yang dikvasai (rakyat), dan hubungan antara
kekussaan negara (penguasa) dengan hak-hak vang dikuasai {rakyat). Aturan
Dasar ini dibeniuk berdasarkan falsafah/pandangan hidup bangsa Indonesia
yakni Pancasila dan menjadi dasar pembentukan UU/PERPU serta peratuan lain
di bawahnya. Dilihat dari perumusannya, norma ULD ini masih bersifar norma
tunggal, artinys hanya mengatur perbuatan negara (kehidupan bemegara) dan

belum dapat diberi sanksi pidana atau pemaksa.

Sebagai hukum dasar negara, UUD hanya mengatur ketentuan-ketentuan
negara yang strategis, schingga belum mengatur kehidupan bernegara - vang

bersifat operasional, apalagi bersifat teknis. Prinsip-prinsip dasar kehidupan

* A, Mamid 8, Ammimi, Peranan Kepurusan Presiden Republik Indonesin dalam Sistem
Pengaturnn Negars, Disertasi, (Jakarta: Liniversitas Indonesia, 1993), hal.220.
 Atamimi, A. Hamid §. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam

Penyelenggaran Pemerintzhan Negara BEepublik Indonesia. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Hukwm Ul,
144340, hal 224,
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negaralah yapg boleh diatur di dalamnya, baik menyangkot kedaulatan, bentuk
negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembags-lembaga negara
yang melaksanskan kekuassan negara, hak-hak rakyat, dan hubungan antara

lembaga-lembaga negara dengan rakyat,

Secara hukum, Indonesia telah memiliki UUD. UUD yvang pertama adalah
UUTy Negara Kesatwan Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada
tahun 19435, UUD yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang
ditetapkan tahun 1949, UUD yang ketiga adalah TTUD Negara Kesatuan Republik
Indonesia Semestera yang ditetapkan tahun 1950, UUD vang keempat a:dalah

LUy tahun 1945 vang dinvatakan berlaku kembali sejak tahun 1959,

Kebeadaan dan kedudukan UUD di Indonesia dimantapkan secara eksplisit
di dalam Keetatapn Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor
XXMPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tawia Urstan Peraturan
Perundangan Negara Kesatuan Republik [ndonesia. Menurut Ketetapan MPRS
tersebut peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari:

. Undang-Undang Dasar tabun 1945:

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-undang;

4. Peraturan Penmerintah

3. Keputusan Presiden:

b. Instruksi Presiden;

7. Peraturan Menteri

%. Dan lain-lain.
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Berdasarkan tingkatan di atas, UUD 1945 menempati posisi atau kedudukan

pertama di antara peruran perundang-undangan lainnya,

Posisi dan kedudukan UUD 1945 ditetapkan kembali dalam Ketetapan
MPE No. [HIMPR/RL2(MH tentang Tata Susunan Peraturan Perundang-
undangan. Ketetapan MPR  tersebut menctapkan tata susunan peraturan
peundang-undangan Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar;

2. Ketetapan MPR;

3. Undang-Undang;

4, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintzh;

6. Keputusan Presiden; dan

7. Peraturan Daerah,

Secara pradasi, UUD 1945 menempati posisi sebagai hukum tertinggi di bawah

falsafah atau dasar negara Pancasila.

Pada tahu 2004 legislatuf mengatur kembali jenis peraturan perundang-
undangan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Dalam UL tersebut legislatif mengatur jenis
peraturan perundang-udangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar;

2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

3. Peraturan Pemerintah;

4. Peraturan Presiden; dan
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5,

Peraturan Daerah.

Tata susunan peraturan perundang-undangan di atas diperbaharui dengan

ditetapkannya Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, vang mengganiikan UL No. 10 Tahun 2004,

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tata susunan peraturan perundang-

undangan terdiri dari:

2,

3

4

5.

f.

T

Undang-undang Dasar;

Ketetapan Majelis Perusyvawaratan Rakvar;
Undang-undang/Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-undang?”
Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden; dan

Peraturan Daerah Propinsi;

Perda Kabupaten dan Perda Kota.,

Meskipun masih menuimbulkan kritik yang scrius. peraturan perundang-

undangan di atas menunjukan gradasi norma hukum negara Indonesia vang

masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsi berbeda. Setiap norma

memiliki derajat yang berbeda, sehingga memiliki materi mengaturan yang

derajatnya berbeda pula. Makin tinggi norma tersebul maka makin tingg

derajatnya (makin abstrak/pokok normanya), atau sebaliknya makin ke bawah

norma ita memiliki derajot makin rendah (makin konkret'rinci normanyal.

Dengan derajat seperti ini, maka setiap norma tidak boleh mengatur hal-hal yang

menjadi wewenang pengaturan norma lainnya, UUD tidak boleh mengatur norma

vang menjadi wewenang Pancasila dan juga tidak boleh mengatur norma yang

menjadi wewenang Ketetapan MPR, UL atau peraturan lainnya.
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BARIII

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada satu permasalahan, sebagaimana telah divraikan
di atas. Sesual dengan permasalahan tersebut, maka mjuan penelitian ini adalah
uniuk mengidentifikasi aturan atau ksedah ataw norma dalam UUD 1945 yang
telah diubah (diamandemen) sesual dengan Kriteria aturan atan kaedah atau norma
konstitusi. Dengan demikian, pada akhimya, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ULD 1945 sudah atau belum memenuhi kriteria konstitusi sebagai

Landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia, serta keperluan perubshan

ULD 1945,

B. Manfaat Penclitian
Penelitian ini disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Peniti berharap agar
hasil penelitian ini mempunyai manfaat bagi kepentingan teori aupun kepentingan
prakiis. Dua aspek manfaat tersebut kerap diharapkan orang, sehingga dengan
adanya dua manfaat hasil penelitian ini, siapapun dapat menggunakan hasil
penelitian bagi kepentingan teorctis maupun kepentingan praktis
1. Manfaat secara teoretis
Secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi penpembangan

Hukum Tata MNegara, khususnya hukum vang berkaitan dengan konstitusi,

24



I

peraturan perundang-undangan, dan Landasan Konstituional Negara Republik

Indonesia.

Manfant secara praktis

Pada tataran umum, manfaat praktis dapat dimaksudkan untuk siapspun dalam

pekentingannya praktik pada profesi atau keahliannyva masing-masing. Namun

dalam konteks penelitian i, setidak-tidaknva hasil penelitian ini bermanfaat
bagi beberapa orang atau pihak vang terdekat dengan hasil penelitian ini, yaitu:

a. bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat, vakni sebagai masukan, agar Majelis
Permusyawaratan Rakyat memahami kriteria Konstitusi dan norma UUD
1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.

b, bagi Universitas Tarumanagara, untuk menambah sumbangsi Universitas
Tarumanagara dalam pengembangan ilmu hukum, khususaya Hukum Tata
Negara dan memberi masukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyvat
dalam membentuk ULUD 1945 sebagai landassn konstitusional Mepara
Republik Indonesia,

c. bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti, khususnva
tlmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan UUD 1945 sebapai
landazan konstitusional Negara Republik Indonesia.

d, bagil pembaca, sebagai bahan informasi ilmish, khususnya mengenai Hukum
Tata Negara vang berkaitan dengan UUD 1945 schagai lanﬂasan

Konstilusional Megara Republik Indonesin,
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BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian'® atau metode riset ialah cara meneliti, Menurut kebiasaan
metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: (1) suatu
tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu  teknik
yang wirem bagi ilmuo pengetahuan, dan (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu
prosedur. Penelitian adalah terjemahan dari kata research (Inggris). Research dalah

“mencar kembali™ ' |

Kemudian penelitian diantikan prakttk  mengumpulkan,
mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisis data dar suatu fenomena atau kasus
untuk mendapatkan hakikat suatu problemvkasus, serta cara-cara penyelesaian vang
tepat atas kasus itu,”’ Penelitian hukum senantiasa diserasikan dengan disiplin hukum

vang merupakan soatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan, ™'

Dalam metodologi penelitian hukum terdapal aspek-aspek metode peneliian vang

* Dari sudut sifanya, dikenal adanya penelitian Ebsploratoris (menjelujah, menggali), penelitian
Chegkriprif {menggambarkan, memaparkan) dan penelitiin Eksplanatoris (menjelaskan, mengujil Dari
sudut bentuknya, dikenal penclitinn Diagwasih, penelition Preskripnf dan penelitian Evaluary, Dar
sudut tujuannya, penelivian dapat bertujuan untok menemukan fikts belaka (fact fnding), dilanjutkan
utuk menemukan masalah (problem finding), kemudian dilanjutkon pads identifikasi masalah
(proflem ideniification), dan berakhir pada penelitian untuk menimasi masalab (problem sofwion),
Duri sudut penerapannya, dapat dibedakan antara penclitian murni (prerePasicfindamental research),
penelitian  berfokuskan  masalsh  (problem  focused  research). dan  penelitian  terapan
(applied action/mizsion erienfed research). Dari sudut ilmu vang dipergunakan dan metodologi yang
diterapkan dikenal penelition mone disiplines (dengan satu ilmu pengetahusn sejenis), sl disipliner
(dengan beberapa ifmu pengetahuan sejeniz) dan penelition fwer diviplimer (dengan beberapa ilmu
pengeiahuan 13k sejenis), Soerjono Soekanto, Pengantar Penelition Hukiim, Cet. |, Jakarta: Ul-Press,
1981, hal 8-11.

" fiidt, hal. 13,

’I"' Mhahmued, O, Cir., hal, 13,

*! Sperjono Sockanto dan Sei Mamudji, Penelitian Hikem Normatit Sware Tinjawan Singkar,
Cet, 11, Jakaria: CY. Rajawali, 1986, hal. 23.
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perlu diuraikan secara jelas. Berikut ini uraian aspek-aspek metodologi penelitian
yang digunakan dalam penclitian ini.
A, Sifat Metode Penelitian
Metode penelitian ini bersifat deskripsi (description research) artinya metode
penelitian yvang bermaksud wntvk mengpambarkan gejala (fenomena) seteliti
mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainn:.raﬂ- Dalam hal ini
gejala atau fenomana vang digambarkan adalah ketentuan ULD 1945 schagai
Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran ini mencerminkan
kondisi riil fenomena tersebutl sesuai dengan data atau fakia s-csunggghnyz{' vang

diperoleh dan hasil penelitian,

B. Jenis Metode Penclitan

lthat dart sumber datanya. dalam penelitian hukum terdapat dua jenis
metode penelitian hukum, vaitu metode penclitian hukum normatit dan metode
penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif disebut juga metode
penelitian kepustakaan (library ressearch), sedangkan metode penelitian hukum
empiris disebut juga metode penelitian lapangan (field ressearch) atau metode
penelitian sosiologis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif™ . Metode

penelitian hukum normatif merupakan metode untuk meneliti data vang terdapat

* Sockanto, Pergantar.,. Op. Cit., hal, 10,

* Berbeda dengan pendekatan normatif, penelittan ukum normstil adalah penelitian hukom
kepustakaan yang rmosih kwrang mendapat perhotisn vang wajar di Indonesia dan babkan masih
banyak orang yang menganggap penelitian hukum kepustakaan bukan merupakan saatu penelitian
{ilmiah). Lika: Soerjeno Sockanto dan S Mamudji, Qp. Cit, Bal. 27.
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di bahan hukum dari kepustakaan, Dilihat dari kekuatan mengikatnya, bahan

hukum dimaksud terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum (bahan kepustakaan) vang bersifat
mengikat, artinya bahan hukum vang harus ditaati, karena di dalamnya memuat
ketentuan atau peratuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan
hukum primer vang dimaksud adaleh peratwran perundanhg-undangan yang
dimaksud terdiri atas UUD 1945, Ketetrapan MPE. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, dan peraturan perudang-undangan lainnya yang relevan dengan
permasalahan yang ditelin. _ -

b. Bahan hukum sckunder, waitu bahan hukum vang menjelaskan atau
menerangkan bahan hukum primer, yang di dalamnya memuat pendapat para
aghli hukum (doktrin) yang mengulas secara teoretis aspek-aspek hukum. Dalam

penelitian imi bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum
berupa buku, artikel jurnal, makalah, koran, dan artikel di internet.

¢, Bahan bukum tersier vaitu bahan hukum pelengkap atau penunjang, yang
melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Dalam penelitian

ini bahan hukum tertsier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus
bahasa.

C. Tempat dan Objek Penelitian
Mengingat penelitian ini menggunakan jenis metode penelition hukum
normatif, maka tempat peneliiannya adalah Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
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dan Perpustakan Nasional, website, dan tempat-tempat  ditemukannya data
sekunder lainnva.

Ubjek penelitian adalah data sekunder yang terdapat di dalam bahan pustaka,
Bahan pustaka yang menjadi objek penclitian di sini adalah UUD 1945 vang
belum diamandemen dan amandemen UUD 1945 kesatu sampai dengan keempat,
pendapat para ahli (doktrin) hukum yang terkait dengan pemahaman UUD atau

konstitusi negaa,

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data L

Sesuai dengan jenis metode penelitian vang digunakan, maka data vang
diteliti adalah satu jenis data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data vang
diperaleh melalni metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian
kepustakaan (/ibrary ressearch). Data inl adalah data hasil analisis, kajian, atau
olahan para ahli terkait dengan objek analisisnya dan bidang hukumnya. Dengan
kata lain, data ini bukan data empirik, yakni bukan data yang diperoleh langsung
pereliti dari sumbernya di lapangan,

Untuk mendapatkan data di atas, penelii menggunakan sate teknik
pengumpulan data vang sesuai dengan jenis data yang diharapkannva. Teknik
pengumpulan data vang digunakan berupa studi kepustakaan (studi dokumen),
Teknik i digunakan untuk mengumpulkan babhan pustaka dan mendapatkan data
sckundernya. Melalui teknik pengumpulan data ini, penelii mencari dan
menelusuri bahan pustaka, membaca, mempelajari, mencatat, menganalisis, dan
menyimpulkan data sekunder vang diperlukan untuk menjawab permasalahan
penelitian.
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E. Analisis Data
Data yang diperoleh dar hasil pengumpulan data dianalisis dengan
menggunakan pendekatun kualitatif (analisis kualitatif), Pendekatan atau analisis
kualitatif adalah analisis data berdasarkan kualitas data vang relevan dengan
permasalahan  peneliian. Data vang terkumpul diolah, dikaji (dianalisis).
kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahsn penelitian. Kesimpulan

dimaksud mencerminkan jawaban atas permasalahan penelitian ini.
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BAR V
DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Hasil Penelitian

I. Sgjarah UUD 1945

Uindang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanpgal 18 Apustus 1945
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKID). Pada waktu schutannva
adalah Oendang-Oendang Dasar Negara Kesatoean Repoehlik ]ndnnt;ﬂin Tahoen
1945, Penetapan tersebut dilakukan satu hari seielash pemyatasn kemerdekaan
Megara Kesatuan Republik Indenesia tangpal 17 Apgustus 1945 Undang-Undang
Dasar 1945 ditetapkan pada tanpgal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan
Kemerdekazn Indonesia  (PPKI). Pada  waktu sebuwtannva  adalah
Oendang-Clendang Dasar Negara Kesatoean Repoeblik Indonesia Tahoen 1945,
Penetapan tersebut dilakukan satu hari setelah pernyataan kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indomesia tanggal 17 Agustus 1945,

Pada awalnys, dalam rangka upaya mempersiapkan kemerdekaan,
Indoensia membentuk  Badan Penyelidik Usaha Persiapan  Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945, BPUKI] beriugas untuk

melakukan wpaya penyelidikan dan persiapan kemerdekaan negara Indonesia.
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Salah satu tugasnya adalah  menyusun rancangan UUD 1945, Pada masa sidang
pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Jumi 1945, Sockamo
menyampaikan gagasan tentang “Dasar Nepgarn” yang diberi nama Pancasila,
Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anppota BPUPK] membentuk Panitia Sembilan
vang terdini dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi
naskah Pembukaan ULID 1945, Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan
kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” maka naskah
Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada
tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPEIL

Maskah rancangan UL 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang
Kedun (tanggal 10-17 Juli 1945) Badan Penvelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK). Wama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karens hanva
diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera.
Sctelah BPUPKI selesai membuat rancangan UUD dan upaya persiapan lainnva
tefah selesai, Indonesia membentuk Panitia Persiapan Kemerdeksan Indonesia
(PPKI). Pada tanggal 17 Agustus 19435 bangsa Indonesia memprokalasikan

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu hari kemudian, tanggal
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18 Agustus 1943, PPKI mengesahkan UUT) 1945 sebagai Undang-Undang Dasar
Bepublik Indonesia.

Dalam perjalanannya, UUD 1945 mengalami pasang surut, Pada tanggal
27 Desember 1949, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia
Setikat. sejalan dengan perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
menjadi Negara Republik Indonesia Setikat, Pada tanggal 17 Agustus 1950
bentuk Negara Indonesia kembali menjadi Megara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengingat belum berhasii membentuk UL yang tetap, maka pada tanggal
tersebut, negara menetapkan UUD Semestara Talum 1930 (UUDS 1930), vang
diharapkan negara dapat membentuk ULID tetap untuk mengzantikan (ULDS
1950). Untuk itu, nergara telah membentuk Badan Pembeniuk UUD vang
discbut Konstituante. Badan ini telah berupaya menyusun rancangan ULID dan
bersidang untuk membentuk UUD tetap. Namun seielah  sembilan tahun
terbentuk dan bersidang, Konsiituante belum berhasil membentuk UUD tetap,
semeniaa ity pergelakan politik semakin kacau. Uniuk mengamankan dan
menyelamatkan negara, PresidenRepublik Indonesia, Sockamno, mcn:ﬁplmn
keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali berlakunya ULD

1945 dan tidak berlakunya UUD 5 1943, membubarkan Konstituante, dan
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membeniuk  Dewan  Perwakilan Rakvat Sementara (DPRS) dan  Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Peristiwa tersebut dikenal denpan
Deknit Presiden § Juli 1959, Sejak Dekrit Presien ini UUD 1945 berlaku kemnbali

schagal Undang-Undang Dasar Negara Kesauan Republik Indonesia

2, UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
(UL 1945) paca awal ditetapkannya tanggal 18 Agustus 1945 yvang terdiri atas
dua bagian vaitu Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, Pembukaan UUD
1945 adalah bagian awal dari UUD 1945 yang terdiri dar empat alinea, Dalam
arti politik, Pembukaan UUD 1945 ini disamakan dengan Pancasila karena di
dalamnya termuat lima prinsip dasar (sila) vang kemudian disebut Pancasila.
Batang Tubuh UUD 19435 adalsh pasal-pasal yang mengatur ketentuan UUD
1945, Secara sistematika, Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37
pasal, 4 pasal aturan tambahahan, dan 2 ayat aturan peraliban.

Pada tanggal 15 Feberuari 1946 terbit Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 75 tahun 1946, yang di dalamnya memuat Penjelasan Undang-Undang

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UUD 15945). Meskipun

34



pada wakis itu diketahui bahwa Penjelasan UUUD 1945 adalah dibuat oleh
Seepomo, namun penjelasan tersebut digunaken dalam prakick penyelengearaan
MNegara Kesatuan Republik Indonesia.

ULUD 1945 terdiri atss tiga bagian (Pembukaan, Bawang Tubuh, dan
Penjelasan) yang dinyatakan secara eksplisit dalam Keputusan Presiden Nomor
150 Tahun 1959, yang dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
Dalam lampiran Keputusan tersebut terdapat naskah Pembukaan WUD 1945,
Batang Tubuh UTD 1945, dan Penjelasan UUD 19435, Dengan demikian, negara
telah mengakui dan menyvatakan bahwa UUD 1945 dimaksud adalah UUD 1945

vang terdiri dari tiga bagian tersebut.

3. Amandemen UUD 1945

Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Undang-Undang Dasar
19435 telah dilakukan amandemen atau perubahan empat kall oleh MPR, yaitu
pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002, Keempat amandemen
tersebut memperlihatkan ketentuan UUD 1945 mengalami perubahan, dﬁngun
harapan ketentuan UUD 1945 memenuhi kebutuhan landasan konstitusional yang

diperlukan negara yang sedang berubah ini.

35



Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan melalui Sidang Umum
MPR tanggal 14-21 Oktober1999, MPR telah mengubah 9 pasal ULUD 1945 yang
disahkan tanggal 19 Oktober 1999, Kesembilan pasal tersebut adalah Pasal 5
Avat (1), Pasal 7, Pasal @, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Avat (2)
dan (3}, Pasal 20 dan Pasal 21.

Amandemen kedua UULD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR
tanggal 7-8 Agustus 2000, yang kemudian disahkan pada tanga 8 Apustus 2000,
Amandemen kedua ini meliputi 3 Bab dan 25 pasal, yaitu Pasal 18, Pasal |RA,
Pasal 18B, Pasal 1%, Pasal 20, Pasal 204, Pasal 224, Pasal 22B. Bab IXA. Pasal
23E, Bab X, Pasal 26, Pasal 27, Bab XA, Pasal 28A, Pasal 288, Pasal 28C, Pasal
28D, Pasal 28E. Pasal 28F. Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 281, Pasal 281, Bab XI1I,
Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C,

Amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan oleh MPR melalui Sidang
Umum tanggal 1-9 November 2001, vang disahkan tanggal |0 November 2001,
Amandemen ini meliputi 3 Bab dan 22 Pasal, vaitu Pasal |, Pasal 3, Pasal 6,
Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Bab VIIA,

Pasal 22C, Pasal 22D, Bab VIIB, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Bab
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VIIA, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan
Pasal 24C.

Amandemen keempat UUD 1945 dilaksanakan melalui Sidang Umum
MPR tangggal 1-11 Agusius 2002, vang disahkan tanggal 10 Apustes 2002,
Amandemen ini meliputi 2 Bab dan 13 Pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 6A, Pasal §,

Pasal 1, Pasal 16, Pasal 238, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Bab X1V,
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Pasal 33, Pasal 34, dan Pasgal 37. e

4. UL 1945 Pasca Amandemen

Berdasarkan empat kali amandemen, maka UUD 1945 vang saat ini
berlaku adalah ULD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Apgustes 1945,
kemudian dinyatakan berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden tanggsi 5 Juli
195% dan ketentuan amandemen vang disahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan
2002, Meskipun telah mengalami amandemen, namun penyebutan undang-undang
dasar tersebul adalah tetap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD [945), Ketentuan UUD 1945 vang béﬂal-;u

setefah amandemen dimaksud adalah sehagaimana dikemukakan di bawah ini.
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UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPLBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ito ialah hak seeala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjojaban di atas dunia barus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan.

[Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamal sentausa mengantarkan rakyal Indonesia ke
depan pintu gerbang kemerdekaan MNegara Indonesia, vang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur, “

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan lubwr, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakval

Indonesia menyvatakan dengan ini kemerdekaannya.

kemudian dari pada itu untuk membeniuk suatu Pemeriniah Negara Indonesia
vang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan uniuk memajukan kesejahieraan umum. mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia vang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, moka disusunlah  Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
vang lerbentuk dalam swatu susunan Negara Republik Indonesia vang
berkedaulatan rakvai dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, sera

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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BARI
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negarn Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurot Undang-
Lindang Dasar.
i3) Nepara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 2

{1} Majelis Permusyawsaratan Hakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan
umum dan diatur lebih fanjut dengan undang-undang, "

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam |ima
tahun di ibukota negara.

{3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara
vang terbanyak,

Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyal berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar,
{2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
{3} Majelis Permusyawaratan Rakyat hanva dapat memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurust Undang-Undang

Dagar.

BAR I
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuassan pémeérintahian menurut
Undang-Undang Dasar,
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iy Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden.

Pasal 3
{1} Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat,
(2) Presiden  menetapkan  peraturan  pemeriniah  untuk  menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6
(1} Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara
Indonesia sejak Kelahirannya dan tidak pemah menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknva sendin, tidak permah mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
schagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-svaral untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjot
dengan undang-undang.

Pasal 6A

{1} Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakvat.

{2} Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilthan umum sebelum  pelaksanaan
permilihan umuam,

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih
dari lima puluh persen dari jumlah suvara dalam pemilihan umum dengan
sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil
Presiden,

{4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih,
dua pasangan calon yang memperoleh suam terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyal dan
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pasangan vang memperoleh suara terbanvak dilantik sebagai Presiden dan
Wakil Presiden.

{3} Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut
diatur dalam undang-undang.

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kaki
masa jabatan.

Pasal 7A )
Presiden dan/atan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyvar atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, miau perbuatan tercela
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi svarat scbagal Presiden danfatan
Wakil Presiden,

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanva
dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapal Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelangparan
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penvuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/stan pendapal bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lapgi memenubi svarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden.

2} Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden danfatau Wakil Presiden
telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam
rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat,
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(3) Pengajuan  permintaan Dewan Perwskilan Rakyat kepada Mahkamah
Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sckurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakvat vang hadir dalam sidang
paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa. mengadili, dan memutus dengan
seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilon Rakyat terschut paling
lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat it
diterima oleh Mahkamah Konstitusi,

(2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atan Wakil
Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnva, atau
perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat schagai Presiden dan/atan Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat menyvelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan
usul pemberhentisn Presiden danfatau WakilPresiden kepada Majelis
Permusyawaratan Rakvat,

{6} Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyvat tersebut paling lambat tiga puluh
hari sejak Majelis Permusvawaratan Rakyat menerima usul tersebun,

{7} Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakvat atas usul pemberhentian Presiden
dan/atau. Wakil Presiden harus diambil dalam rapat padpumna Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri olch sckurang-kurangnya 3/4 dari
jumlah anggota dan disetuiui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota yang hadir, setelah Presiden danfatau Wakil Presiden diberi
kesempatan  menyampaikan penjelasan dalam  rapat paripurna Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan
Rakvar
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Pasal 8
(1) Nka Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannva, ja digantikan oleh Wakil Presiden
sampal habis masa jabatannya.
{2} Dialam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam
wakiu enam puluh hari, Majelis Permusvawaratan Rakyal menyelenggurakan
sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yvang diusulkan oleh

Presiden.

(3) Nika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,
pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambal-jambatnya
tign puleh hari  setelah  itu, Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
menvelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari
dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang divsulkan oleh Parta
politik atau pabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
Presidennya merath suara terbanyak pertama dan ke dalam pemilihan umum

schelumnya, sampal habis masa jabatannya.

Pasal 9
{1} Sebelum memangku jabatannya. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-balknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa,
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Janji Presiden (Wakil Presiden):

Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik  Indonesia  (Wakil Presiden  Republik  Indonesia)  dengan
sebaik-balknya dan seadil-adllnva, memegang teguh Undang-Undang Dasar
dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus

lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

(2) Jika Majelis Permusvawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak
dapat mengadakan sidang. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan ™ Mahkamah
Agung,

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut
dan Angkatan [ldara,

Pasal 11

(1} Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat menyatakan perang,
membust perdamaian dan perjanjian dengan negara lain,

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya vang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakvat vang terkait dengan
beban kevangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan
undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3} ketentuan  lebih lanjut tenmtang perjanjian  internasional diatur  dengan
undang-undang.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Svarat-svarat dan akibatnya keadaan bahaya
ditetapkan dengan undang-undang.



Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
{2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakvat.
{3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyal

Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi denpan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakvat

Pasal 15
Presiden memberi gelar, tnda jass, dan lain-lain tanda kehormatan yang distur
dengan undang-undang,

Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan periimbangan vang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam

undang-undang.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus,

BABY
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
{1} Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3} Setiap menteri membidang urusan tertentu dalam pemerintahan,
45



{4} Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam
undang-undang.

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibags atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, vang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan dacrah, vang diatur dengan
undang-undang.

{2} Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten. dan kota mengatur dan
mengurus sendinl urusan pemerintahan menurut asas otonomil dan tugas
pembarntuan,

{3) Pemerintahan daeeah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-angpotanva dipilih - melalui
petniliban umum,

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah
Dagrah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

(3} Pemerintah  dacrah menjalankan otonomi  seluas-luasnya. kecuali umsan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat.

(6} Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  don
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan,

{7) Susunan dan tata cara penvelenggaraan pemerintzhan daerah diatur dalam

undang-undang.

Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur

dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah,
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(2) Hubungan kevangan, pelavanan umum, pemanfatan sumber dava alam dan
sumber daya lainnya antara pemenntah pusat dan pemenntahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras herdasarkan undang-undang,

Pasal 18B

{1} Megara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifal istimewa yang diztur dengan Undang-undang.

(2) Megara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat serta hak-hak tradisonalnva sepanjang masih hidup dan scsual dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
vang diatur dalam undang-undang.

BAR VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilth melalui pemilihan umum.
(2} Susunan Dewan Perwakilan rakvat diatur dengan undang-undang.
{3} Dewan Perwakilan Rakvat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membeniuk undang undang,

{2) Setap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

{3) Jika rancangan undang-undang itu hdak mendapat persetujuan bersama,
rancangan undang-undang iw tidak boleh disjukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa i,

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang vang tefah  disetujui
bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Dalam hal rancangan undang-undang vang telah disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan
undang-undang tersebut disetujul, rancangan undang-undang tersebut sah
memjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

47



Pasal 204

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan,

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak vang diatur dalam pasal-pasal lain
Undang-Undang [asar imi, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

{3) Selain hak vang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

{4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hek anggota
Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. )

Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan
undang-undang.

Pasal 22
{1} Dalam hal ihwal kegentingan vang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemeriniah sebagai pengeanti undang-undang.
{2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuasn Dewan Perwakilan
Rakvat dalam persidangan vang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentsan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang distur
dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakvat dapat diberhentikan dan jabatannya, vang
syarat-syaral dan Lata caranya diatur dalam undang-undang.
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BAB VII A
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C

(1} Anggota Ddewan Perwakilan Daerah dipilih dan setiap provinsi melalui
pemiliban umuom.

(2) Anggota Dewan Perwaokilan Daerah dari setiap provinst jumlahnya sama dan
jumlah seluruh angpota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari
sepettiga jumlah angeota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4) Susunan  dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan
undang-undang. k

Pasal 22D

{1} Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi dacrah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengpabungan
daersh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya chonomi lainnva.
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daersh

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang vang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolasn sumber dava alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
serta membenkan perimbangan kepada Dewan Perwokilan Rakvat atas
rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undang-undang vang berkaitan dengan pajak, pendidikan. dan
agama.

(3} Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan penpgawazan atas pelaksanaan
undang-undang mengenai: otonomi dacrah, pembentukan. pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber dayva
alam dan sumber daya ckonomi lainnva, peleksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil
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pengawasannya itu kepada Dewan Perwskilan Rakyat schagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

{4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
svarat-syarat dan e caranyva diatur dalam undang-undang.

BAR VIIB
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22E

(1) Pemilthan vmum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil setiap lima tabun sekali.

(2} Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Dacrah, Presiden dan Wakil Presiden’ dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakvat
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

{4) Peserta pemilihan umum untuk memilih angeota Dewan Perwakilan Daerah
adalah perseorangan.

{3} Pemilihan umum diselenggarakan oleh suate komisi pemilihan umuem yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6} Ketentuan lebih lanjut fentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang,

BAB VIII
HAL KEUANGAN
PFasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja pegara sebagai wujud dari pengelolaan
keuvangan negara ditetapkan setisp tabun  dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan berlanggung jawab untuk scbesar-besarnva
kemakmuran rakyat.
{2) Rancangan undang-undang anpparan pendapatan dan belanja negara diajukan
olch Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.



(3} Apabila Dewan Perwakilan Rakvat tidak menyetujui rancanpan angparan
pendapatan dan belanja negara vang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun vang lalu.

(4) Hal kevangan negara selanjutnya diater dengan undang-undang,

{3) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan nepara diadakan suatu
BadanPemenksa Keuangan, vyang peraturannyva ditetapkan dengan

undang-undang,  Hasil pemeriksaan itu  dibenitahukan kepada Dewan
Perwakilan rakyat.

Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yvang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang. .

Pasal 23B

Macam dan hargs mata vang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai kevangan negara distur dengan undang-undang,

Pasal 23D

MNegara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan endang-undang.

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Kevangan vang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan kevangan nepara diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah,
sesuml dengan kewenangannya.

{3} Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan danfatau
badan sesuai dengan undang-undang,
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Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyai
dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan  Perwakilan Daerash  dan
diresmikan aleh Presiden,
{2} Pimpinan Badan Pemeriksa Kewangan dipilih dari dan oleh angpota.

Pasal 236G
(1) Badan Pemeriksa Kenangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi.
(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan

undang-undang.

BARB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24

(1) kekuasaan kehakiman merupakan  kekwasaan  vang merdeka  untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yvang berada di bawahnva dalam lingkungan peradilan wmuom,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kelakiman
diatur dalam undang-undang,

Pazal 244
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengup
peraturan  perundang-undangan  di  bawah undang-undang teshadap
undang-undang, dan mempunvai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.
(2) Hekim agung harus memiliki integritas dan kepribadian vang tidak tercela,
adil, profesional. dan berpengalaman di bidang hukum.
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{3} Calon hakim agung divsulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai
hakim agung oleh Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan cleh hakim agung.

{3 Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta
badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 248

(1) Komisi Yudisial bersitat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

{2} Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pefigalaman di
bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian vang tidak tercela

{3} Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotsan Komisi Yudisial diatur dengan
undang-undang.

Pasal 240

{1} Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
vang putusanmya bersifat final untuk menguji undang-undang 1erhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara vang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemililan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
FPerwakilan Rakyat mengenal dugaan pelanggaran oleh Presiden dan‘atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

{3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitosi
vang ditetapkan oleh Presiden, vang diajukan masing-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang

oleh Presiden.
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(4) Keta dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim
konstitusi,

() Hakim konstitusi harus memiliki intepritas dan kepribadian vang tidak tercela,
adil, negarawan vang menguasai konstitusi dan ketataneparaan, sera tidak
merangkap sebagal pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta lainnya
tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-svaral untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan
dengan undang-undang, .

BAB IXA

WILAYAH NEGARA

Pusal 25 A
Megara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercin
Nusantara dengan wilayah vang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan

undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Pasal 26
(1} Yoang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
omng-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara,
{2} Penduduk ialah warga negara Indonesia dam orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia,
(3) Hal-hal mengenal warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27
{1) Segala warga negara bersamaan kedudukannva di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ity dengan
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tidak ada kecualinya.
(2} Tiap-tiap warga negara berhak alas pekerjpan dan penghidupan vang layak
bagi kemanusiaan,

(3) Setiap warga negara berhsk dan wajib ikut serta dalam wpaya pembelaan

negara,

Pazal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan

tlisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang,

BAB XA
HAK ASAS] MANUSIA )
Pasal 28A,

Setiap orang berhak unmk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.

Pasal 788
{1} Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan vang sah.
{2} Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologl, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnyva dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2} Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jamisan, perlindungan, dan kepastian
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hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.

{3} Setiap warga negara berhak mempercleh kesempatan vang sama dalam
pemerintahan.

{4} Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadai menurut apamanya,
memilih - pendidikan  dan  pengajaran, memilih  pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih  tempat  tinggal di  wilayah  negara  dan
meninggalkannya, serta berhak kembali. ’

{2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

{3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.

Fazal 2KF
Sefiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menvampaikan nformasi

dengan menggunakan segala jenis saluran vang lersedia.

Pasal 28G

{1} Setiap orang berhak atas perlindungan din pribadi, keluarga, kehormatan,
mariabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atan tidak
berbunt sesuatu vang mervpakan hak asasi.

(2} Setiap orang berhak untuk bebas dan penyiksaan dan perlakvan vang
merendahkan derajat mariabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik
dan negara lain,
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Pasal 28H

(1} Setap orang berhak hidup sejahiera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan keschatan.

{2} Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapal persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial vang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagal manusia yang bermartabat.

{(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

boleh diambil alib secara sewenang-wenang olch siapa pun.

Pasal 281 .

(1) Hak umtuk hidup, hak untuk tdak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar bukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia vang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun,

{2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar

apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif iu.

(3) ldentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.

(4} Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asast manusia adalah
langgung jawab negara, terutama pemerintah.

{53) Untuk menegakan dan melindungs hak assi manusia sesunt dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28]
(1) Setiap orang wajib menghormati ak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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(2} Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan  yang ditetapkan dengan undang-undang dengan  maksud
semala-mata untuk menjamin penpakuan  serta penghormatan agtas  hak
kebebasan orang lain dan untuk memenubi tuntutan yvang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilal agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

suatu masyarakat demokratis.

BaB X1
AGAMA
Pasal 29
(1) Megara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. i
(2) Nepara menjamin kemerdekasn tiap-tiap penduduk untuk memelok agamanya

masing-masing dan untuk beribadatl menurut agama dan kepercayaannya itu,

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Pasal 30

{1} Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui  sistem
pertahanan dan keamanan rakvat semesta oleh Tentara MNasional Indoresia dan
Kepolisian Megars Indonesia Republik Indonesia. sebapal kekuatan utama,
dan rakyval, sebagal kekuatan pendukung,

{3) Tentara Nasional Indonecsia terdini atas Angkatan Darat, Angkatan Lauot dan
Angkatan Udara sebagai alar negara bertugas mempertahankan, melindungi,
dan memelihara keutuhan dan kedaulatan nepar.

(4) Kepohsian Negara Republik Indonesia sebagai alat nepara vang menjaga
kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

{53) Susunan dan kedudukan Tentarn Nasional Indonesia, Kepolisian Negars
Kepublik Indonesia , hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia di dolam menjalankan tugasnva,
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syaral-syarat keskulsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan

keamanan diatur denpan undang-undang.

BAB X1II
PENDIDIKAN
Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,

(2} Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membinyainya,

{3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan seria akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang didtwr  dengan
undang-undang.

{4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sckurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta darl anppgaran
pendapatan dan belanja dacrah untuk memenuhi kebutuhan penvelenggaraan

pendidikan nasional.
(3) Pemenntah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan manusia,

Pagal 32
(1) Negara memajukan kebudavaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan
mengembangkan nilai-nilal budayvanya,
{2) Negara menghormati dan memelibara bahasa daerah sebagni kekayaan budaya

hasional,
BAB X1V
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
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(1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan vang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan slam vang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselengparakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5} ketentuan lebih  lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undang-undang.

Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembanghkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakvat dan
memberdayakan masyarakal yang lemah dan ticlak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan,
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilisas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yvang layak.

(4) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  pelaksanuan pasal ini diatur dalam

undang-undang.
BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA |, SERTA LAGU
KEBANGSAAN
Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih,

Pasal 36
Bahasa Megara 1alah Bahaza Indonesia.
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Pasal 36A
Lambang negara ialah Garuda Paneasila dengan semboyvan Bhinneka Tunggal 1ka.

Pasal 368
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

Pasal 36U
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR )
Pazal 37

{1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam
sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  apabila  diajukan  oleh
sekurang-kurangnya 13 dan jumlah anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat.

(2} Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara
tertuiis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya,

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 23 dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan
dengan persetujuan sekurang-kurangnys lima puluh persen ditambah satu dari

seluruh anggoia Majelis Permusyawaratan Rakvat,

{5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilakukan perubihan,
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ATURAN PERALIHAN
Pasal |
Segala peraturan perundang-undangan vang ada masih tetap berlaku selama belum
diadakan yang bare menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal I1
Semua |embaga negara yang ada masih fetap berfungsi sepanjang untuk
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan vang baru

menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal Il
Mahkamah Konstitusi dibentuk sclambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan
sehelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN
Pasal [
Majelis Permusyawaratan Rakvat ditugasi untuk melakukan peninjavan terhadap
mater: dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Hakyar untuk diambil putusan pada
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003,

Faszal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1erdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal,
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B. Pembahasan
1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusi Negara Indonesia
Schelum diamandemen, meskipun secara akademik masih kontroversi,
UUD 1945 terdiri alas tigs bagian, yaitu pembuksan, batapg tubuh, dan
penjelasan. Pembukaan diartikan pula sebagai Pancasila karena nommanya identik
dengan norma di dalam Pansasila. Dalam tlisan ini, penulis mengabaikan
pembukaan UUD 19435, karena selain tidak mengalami perubahan juga 1'-11!-.'.3.&
hokum dasar  atau hukum tertinggi di Indonesia. Jiks melihat pendapat Hans
Nawiasky, Pembukaan UUD 1945 merupakan  staatsfindamentalnorma
sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan staarsgrundeeserz, Karena it
yang menjadi kajian tulisan ini adalah Batang Tubuh UUD 1945, Batang tubuh
adalah aturan dasar negara vang tersusun dalam bentuk pasal-pasal, vang terdif
atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 Atran Peralihan dan 2 Ayat Atran Tembahan. Inilah
sebenarnya yang menjadi hakikat UUD 1945 sebagai aturan daar negara,
Penjelasan adalah tafsiran autentif’ atas batang whuh UUD 1945 Karena
eksistensinya dan legalitasnya menjadi personlan, maka sejak tahun 2000,

berdasarkan Ketetapan MPR. No. IIFVMPRRIZ2000, Penjelazan UUD 1945 sudah
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dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai bagian dani UUD, karena itu penjelasan ini
diabaikan juga dari wraian penulis.

Setelah diamandemen kali keempat, LD 1945 terdiri atas 20 Bab
(bertambah 4 Bab dari UUD 1945 sebelum dismandemen), 72 Pasal
(hertambah 40 Pasal dari UUD 1945 sebelum dismandemen), 3 Pasal Aturan
Peralihan (berkurang 2 pasal dari UUD 1945 sebelum diamandemen). dan 2
Pasal Aturan Tambehan (sama dengan ULTD 1945 sebelum diammd:n;:n}.

Apabila  dibandingkan , maka materi pokok vang diatur di dalam UUD

1945 sebelum diamandemen dengan setelah diamandemen adalah:

| UUD 1945 UUD 1945
SEBELUM DIAMANDEMEN SETELAH DIAMANDEMEN

. Pembuksan I. PEMBUKAAN

2. BAB1: BENTUK DAN | 2. BAB [: BENTUK DAN
KEDAULATAN KEDAULATAN.

3. BABII: MAJELIS 3. BAB II: MAJELIS
PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
RAKYAT | RAKYAT,

4. BABII: KEKUASAAN 3. BAB I KEKUASAAN
PEMERINTAH NEGARA PEMERINTAHAN NEGARA.
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5. BABTV: DEWAN
PERTIMBANGAN AGLUNG
. BABV: KEMENTERIAN
NEGARA
7. BAB ¥VI: PEMERINTAHAN
DAERAH
8. BAB VI : DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
9. BAB VIIl: HAL KEUANGAN
10. BABIX: KEKUASAAN
KREHAKIMAN
1. BAB X : WARGA NEGARA
12. BABXI1: AGAMA
13, BABXIl: PERTAHANAN
NEGARA
14, BAB XIII: PENDIDIKAN

13, BAB XIV:

KESEJAHTERAAN S0OSIAL

Ly
v

L1

12

BAB IV: DIHAPUS, TETAPI
ISINY A MENGATUR
TENTANG DEWAN
PERTIMBANGAN.

BAB V : KEMENTRIAN
NEGARA

BAB VI: PEMERINFAH
DAERAH

BAB VII: DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT.
BAB VI A: DEWAN

PERWAKILAN DAERAH.

. BAB VII B: PEMILIHAN

UMUM.

BAB VIII: HAL KEUANGAN

NEGARA

BAB VIIT A: BADAN

PEMERIKSA KEUANGAN,
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16.

17.

I8,

19.

BAB XV: BENDERA DAN

BAHASA

BAB XVI: PERUBAHAN

UNDANG-UNDANG

DASAR

ATURAN PERALIHAN

ATURAN PERTAMBAHAN

13:

14.

17,

18.

19.

20,

21.

BAB IX: KEKUASAAN

KEHAKIMAN,

BAB IX A WILAYAH

NEGARA,

- BAB X: WARGA NEGARA

DAN PENDUDUEK.

. BAB X A: HAK ASASI

MANMLUSLA,

BAB XI: AGAMA.

BAB XII: PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA

BAB XIII: PENDIDIKAN
DAN KEBUDAY AAN.

BAB XIV: PEREKONOMIAN
NASIONNAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.
BAB XV: BENDERA,

BAHASA, LAMBANG




NEGARA, DAN LAGU

KEBANGSAAN.

22. BAB XVI1: PERUBAHAN

UNDANG-LUINDANG DASAR,

23, PASAL ATURAN PERALIHAN

24, PASAL ATURAN

TAMBAHAN ¥

Permasalahnnya adalah apakah hal-hal yang diatur dala;l.m UUD 1945 pasca
amandemen térsebut telah sesuai dengan fungsinya sebapai hukum dasar
negara !

Dilihat dari pendapat para ahli di atas, UUD 1945 telah cukup memuat
aturan dasar yvang patut diatur oleh UUD, Kerangka tentang ke<uasaan
negara, hak-hak rakyat, dan hubungan kekvasaan negara dengan rakyat telah
tertuang di dalamnya, Kekusssan negara tertinggi (kedaulatan) diletakkan
pada tangan rakyat [Pasal 1 Ayat (2)]. Kekuasaan itu kemudian dibagi-bagi
dengan sistem pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertical, J4:.-.1.m:a.r=ﬁ|
horizontal, kekuasaan negara dibagikan kepada lembaga-lembaga negara,

vang meliputl: kekuasaan konstitutif diberikan kepada MPR (Pasal 3 jo
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Pasal 37), kekuasaan legislatif diserahkan kepada DPR dan Presiden bahkan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 3, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 20D,
kekuasaan eksckutif diserahkan kepada Presiden (Pasal 4), kekussaan
yudikatif diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah
Konstitusi (MK) (Pasal 24 dan 25), kekuassan kontrol keuanpan diserahkan
kepuda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Pasal 23E, 23 F, dan 23G), dan
kekuasasn konsultatif diserahkan kepada dewan yang diangkat F;esid:n
{Pasal 16). Kekuasaan masing-masing lembaga negara tersebut masih bersifat
pokok atau dasar sehingga pengaturan ini telah sesuai dengan hakikat dari
norma LU,

Secara vertikal terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan antara
pemerintah pusat (Pasal 4) dan pemerintah dacrah (Pasal 1%, 18A. dan 13B),
Pemerintah pusat memiliki kekuasaan bersifat nasional sedangkan pemerintah
dacrah memiliki kekuasaan secara local di daerahnyva masing-masing. Untuk
menunjang  kekuasaan lokalnya, UUD 1945 telah menetapkan prinsip
kekuasaan pemerindsh dasrab, yaitu kekuasaan bersifat otonom, Ini berarti
ada kekuasaan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah vang bersift

mandin, lepas dan campur tangan pemerintah pusat. sehingpa pemerintah
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daerah bisa menjalankan kekuasaannya sendin secara konstitusional. tanpa
harus menunggo pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat,

Hak-hak rakyat (vang diperintah) juga telah diatur di dalmnya. Hak-hak
ini baik menyangkut rakyat sebagai warga negara (hak warga negara),
penduduk (hak penduduk), maupun sebagai manusia (hak asasi manusia).
Hak rakyat schbagal warga negara sdalah hak rakyat vang diberikan oleh
negara berkaitan dengan statusnya sebagai wargan negara Indonesia (WNI,
Hak ini sangat bergantung kepada pengakuan negara terhadap hak-hak orang
vang bolch atau wajar dimiliki oleh warga negara. Bagi negara yang
menganut paham totaliter atau dikiator, hak-hak ini sangat mungkin tidak ada
atsu hanya ada sedikit sekali, karena penguasa menguasai semua kekuasaan
negarn sccara absolut. Sebaliknya bagi negara yang menganut  paham
demokrasi, hak-hak ini sangat banyak dimiliki oleh rakyat. karena penpuasa
mengakui  dan  menghormati hak-hak  rakyvat. Apapun bentuk paham
kckuasaan ncgaranya, hak-hak ini tidek dimiliki oleh orang vang bukan
warga negara, termasuk bukan warga negara Indonesia. Hal imi diatur dalam

BAB X. XI, XII, XIIL dan XIV UUD 1945

69



Hak rakvat sebagai penduduk adalah hak rakyar vang berakitan
statusnya sebagai penduduk (prang yang secara yuridis bertempat tinggal di
wilayah negara Indonesia), baik sebagai warga negara Indonesia (WD)
maupun scbagal warga negara asing (WNA) Hak ini terkait dengan
keberadaun orang yang menempati wilayah negara  Indoncsia, tanpa
membedakan status kewarganegarannnya. Sama seperti hak rakyat sebagai
warga negara, hak ini diberikan oleh negara terhadap orang yang menemnpati
wileyah negara Indonesia, sehingga luas atau sempitnya hak penduduk sangat
bergantung kepada pemberian hak oleh negara (Hak ini diatur  dalam BAR
X dan X1 UUD 1945),

Hak rakyat sebagai manusia adalah hak yang dimiliki rakyat dalem
kaitannya sebagal mahluk ciptaan Tuhan yang dimiliki oleh setiap manusia
secara Kodrati. Hak im diberikan oleh Tuhan kepada mahluknya, yakni
manusia, schingga pemberian hak ini tidak ditentukan oleh kekuasaan negarn
dan tidak dibedakan atas status rakyat sebagai warga negara atau bukan, atay
schagai penduduk atau bukan penduduk, sehingga setiap manusia di

Indonesia memiliki hak yang sama sebagai pemberian Tuhan. Hak ini discbut
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sebagal hak asasi manusia (HAM). Hal ini diatur dalam BAB XA UUD

1945,

Hubungan antara kekuasaan (penguasa) dengan rakyat juga telah diatur

di dalam UUD 1945, Beberapa ketentuan LIUD 1945 yang mengatur hal ini

adalah:

1. Rakyat memegang kedaulatan negara [Pasal 1 Ayat (2));

2. Rakyat memilih langsung wakilnya (Pasal 22E); .

3. Rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A dan
Pasal 22E);

4. Rakyat melaksanakan kedaulatannya di berbagai bidanp kekuasaan
negara melalui lembaga-lembaga negara vang telah ditentukan dalam
ULITY 1945 (kekuasaan negara dilaksanakan oleh lembaga negara MPR,
DPR. DPD. Presiden, BPK, Ma, MK, KPU, dan Dewan Pertimbangan
vang dibentuk oleh Presiden, schagaimana penulis urpikan pada bagian |
di atas, vang diatur dalam Pasal 1 Avat (2) jo pasal-pasal  vang mengatur

lembaga negara vang bersangkutan dalam UTUD 1945),
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5

Giagasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Meskipun seperti tersebut di atas, UUD 1945 pasca amandemen masih

belum memperlihatkan pengaturan substansi dan teknik pengaturan yvang baik

sebagai hukum dasar, karena terdapat ketentuan yang sebenarmya tidak layak

masuk ke dalam norma dasar negara. Beberapa indikatomya adalah:

a.

Terdapat lembaga negara vang bukan fundamental.,

Seperti diuraikan di atas. UUD mengatur kekuasaan negara sécara ;mkuki

mendasar/fundamental, yang kekuassan itu  dilaksanakan oleh

lembaga-lembaga negara vang fundamental pula. Dalam UUD 1945 pasca
amandemen terdapat lembaga negara yang tidak termasuk lembaga
negara yang fundamantal, vaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan

Limum, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah,

1} Komisi Yudisial diatur dalam Pasaln 24 A Ayat {3) dan Pasal 24 B
ULD 1945, Dalam Pasal 24a Avat (3) dinyatakan bahwa Komisi
Yudisial merupakan lembaga yang mengusulkan calon hakim agung
kepada DPR. Sclanjutnya Pasal 24B menyatakan (1) Komisi Yudisial
bersifat mandiri vang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
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menegakan kehormatan, keluhuran, dan martabat seria perilaku
hakim; (2} anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan
dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela; (3} anggota Komisi Yudisial diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan  Dewan
Perwakilan Rakyat; (4) susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi

=

Yudisial diatur dengan undang-undang. .

kKetentuan di ams  tidak memperlihatkan di mana  letak
keberadsaan Komisi Yudisial (KY) dalam struktur kekuasaan negara
Indoncsia. Apakah komisi ini berada dalam struktur kekuasaan
vudisial (vudicial power) atau lidak. Apabila dikaji dari namanya,
tampak bahwa komisi ini berkaitan dengan kekuasaan yudisial tetapi
1a bukan lembaga yudisial. Keterkaitan ini hanya terbatas pada
kewenangannya, sebagaimana disebutkan di atas. vaknl dalam rangka
mengadakan hakim agung dan menjoga kehormatan hakim agung.
Dengan kelerkaitan seperti ini, apakah layak hal ini diatur dalam
UUD? Ada dua hal yang ménurut penulis perlu diperhatikan dalam

pengatura  lembaga ini.  Pertama, strokiur kekuasaan  yang
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fundamentalnya adalah kekuasaan kehakiman (vudicial power),
Kedua lembaga fundamental yang diberi wewenang  untuk
melaksankaan kekuasan tersebut. Kedua hal tersebut telah diatur di
dalam Pasal 24 TJUD 1945 vaitu:

(1) kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan vang merdeka untuk

meényelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan

L=

keadilan. s
{2} Kckuasaan kehakiman dilakoekan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawah lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
(1) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.
Ketentuan  Pasal 24 memperlihatkan jenis kekuasaan negara
Indonesia adalah kekuasaan kehakiman dan lembagas . yang
melaksanakannya adalah Mahkamah Agung (MA) beserta lembaga

peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan

74



ini telah cukup mengatur secara pokok atan dasar kKekuasaan
kehakiman, baik menyangkut fungsi maupun lembaganyva. Hal-hal
lain vang berkaitan dengan ite, baik mengenai pembentukan lembaga,
pengadaan hakin agung (pengusulan dan pengangkatan), tata cara
pelaksanaan tugas lembaga (hakim agung), upava menjaga
kehormatan hakim agung, dan lain-lain cukup diatr lebih anjut
dengan UU [sesuai dengan Pasal 24 Avat (3)], karena pﬁnéalman
hal-hal tersebut bersifat pengaturan lebih lanjut dan kekuasaan
kehakiman, yang normanva lebih rendah  dari norma UUD.
Pengaturan hal tersebut bisa langsung dengan UU atau dapat diatur
lebih dahulu denpan Ketetapan MPR. apabila MPR scbagai lembaga
Konstitutif ingin memberi batasan yang bersifat penjabaran dari Pasal
24 UUD 1945 yang akan dijadikan dasar oleh legislatife dalam
mengatur lebih lanjut kekuasaan kehakiman ini.

Selain hal di atas, keberadaan Komisi Yudisial tidak bersifae
permanen, artinya komisi ini hanya dibentuk apabila dipeﬂui'.aﬁ uniuk
mengadakan (mengusulkan dan mengangkat) calon hakim agung,

Pengadaan calon hakim agung ini bersifiat kondisional, artinya tidak
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seliap saat ads pengadaan calon hakim agung. Ketika terjadi
kekuvarangan hakim agung, misalnya akibat dari hakim agung pensiun,
kematian, pengunduran diri, perkembangan kebutuhan hakim agung,
dan sebagainya, maka baru diperlukan komisi ini uniuk mengadakan
calon hakim agung. Mengingat hal demikian, maka tidak tepat apabila
hal itu distur di dalam UUD 1945, melainkan cukup diatur oleh
peraturan di bawahnya vang sangat mudah discsuaikan dengan
perkembangan kondisi il kehidupan kencgaraan, khususnya vang

menyangkut kekuasaan kehakiman.

Komist Pemiliban Umum (KPL) diatur di dalam Pasal 22 E Ayat (5)
UUD 1945, Dalam pasal tersebut  dikatakan pemilihan  umum
disclengarakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri, Kata “Komisi Pemilihan Umum™ telah
menyatakan secara definitif’ scbuah lembaga dan menunjukan sebuah
nama yakni “Komisi Pemilihan Umum”, Sebutan nama ini sama
sepertt penyebufan nama lembaga negara vang lain, misalnya Majelis

Permusyawaratan Rakyat (Fasal 2 UUD 1945), Presiden (Pasal 4
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ULITY 1945), Dewan Perwakilan Rakyvat (Pasal 19-2ZB ULID 1945)
don sebagwinva, Ini berarti nama Komisi Pemilihan Umum adalah
juga lembaga negara vang ditetapkan oleh konstitusi. Nama ini telzh
definitif sehingga ketika dibuat undang-undang pemiliban umum
{Pemilu) maka nama lembaganya dipastikan komisi tersebut. Apakah
lembaga seperti ini tepat diatur di dalam UUD?

Apabila melihat tugasnya, lembaga tersebut di atas adalah
menyelenggarakan pemilihan  umum  untuk  memiith  Dewan
Perwakilan Rakvai (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan
Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Dazrah
{DPRE) [Pasal 22E Avat {2) ULTY 1945]. Pemilihan umum dilakukan
lima tahun sekali [Pasal 22E Awvar (1) UUD 1945]. Ilm berarti
pekerjaan lembaga tersebut di atas adalah sekali dalam lima tahun
Apabila Pasal 22E Ayat (5) i atas dikatakan Komisi Pemilikan
Umum bersifat tetap berarti lembaga tersebut bukan lembaga Ad Hoc
vang hanya dibentuk pada sast diperlukan. Masalahnya ﬁdﬂ]ﬂh,
apakah tepat lembags yang tidak memiliki pekerjsan setiap saat,

keberadaannya dinyatakan tetap setiap sam?
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Apabila melthat fungsinya, ketentan pasal di atas hanya berlaku
lima fahun sekali sam  dilaksanskan pemilihan umum. Ini
mengakibatkan pasal ini tidak efektil’ scbagai kaidah dasar/hukum
dasar. Selain itu, bagaimana apabila terjadi kondisi yang memaksa
agar dilakukan pemilihan umum sebelum lima tahun kemudian
{pemiliban wmum dipercepat)? Ini dapat menimbulkan masalah,
karena secara faktval, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia
pernah tidak berjalan scsuai dengan periode lima tahunan. Pemilihan
umum perisma dilaksanakan tahun 19535, Pemilihan umum berikutnya
dilaksankaan whun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan
nanti 2004, Melihat pengalaman sejarah seperti ini, maka dapat
dimungkinkan terjadi pemiliban umum vang tidak tepar waktu
menurut pereiode lima tahunan di masa yang akan datang. Ini berarti
setiap ada ketidaktepatan periode pelaksanaan pemilihan umum harus
dilakukan perubahan LUUD, vaitu Pasal 22E Ayat (1), karena
perubahan UUD hanya dapat dilakukan dengan UUD. P':‘:ng.ammn
seperti ini sanpat berkaitan dengan kondisi (kondisional) schingga

UUD Indonesia akan sefalu dipengaruhi oleh kondisi yang berubah.
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Akibatnya, pengaturan seperti ini akan menyulitkan praktik
penyelengparaan negara, karena negara harus mengubah UUD setiap
saal, sedangkan mengubah UUD tidak semudah mengubah
undang-undang (LN,

Mengingat hal-hal di atas, maka sesuvai dengan namanya hukum
dasar, secharusnya UUD hanya mengatur aspek pokok saja tentang
pemilihan umum. Misalnya, UUD hanya mengatur prinsip penlf,udann
DPR. DPD. Predisen dan Wakil Presiden, serta DPRD  dengan
pemilihan umum. Lembaga yang melaksanakan pemilihan umum
hanya disebutkan kriterianya, seperti lembaga independen dan bersifat
nasional. Selain i, ketentuan waktu pelaksanaan pemilihan umum
{lima tahun) tidak perlu dinyatakan secara tegas di dalam UL 1945,
melainkan cukup disesuaikan dengan masa jabatan lembaga negara
vang dipilih melalwi pemilihan umum, Berdasarkan hal tersebut, maka
sebaiknya Pasal 22E cukup dirumuskan demikian:

Pasal 22E

(1) Dewan Perwakilan Rakym, Dewan Perwakilan Daerah,

Predizsen dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Hakyat

79



3}

Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemiliban
umm,

(2) Pemilihan uwmum dilaksanakan oleh sebuah komisi vang
independen dan bersifat nasional, vang diatur lebih lanjut
dengan undang-undang.

Dengan  rumusan  demikian, maka pembentukan komisi  dan
pelaksanasn tugas Komisi dapat disesuaikan dengan I;:adaanF yang

berkembang, yvang lebih mudah mengaturmya dengan undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD) diatur dalam Pasal 18
ULD 1945, Pasal tersebut menvatakan pemerintah daerah propinsi,
kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyal daerah yang
dipilih melalui pemilihan umum (Avat 3). DPRD ini merupakan
lembaga daerah yang mewakili rakyat deerah. Ketentuan ini
sebenarnya tidak perlu ada, karena telah ada Pasal | Ayat (2) UUD
1943 wang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menuret Undang-undang Dasar dan Pasal 18 Avat (2)

LILEY 1945 vang menyatakan pemerintah daerah propinsi, kabupaten,

8O



dan kota mengatur dan mengurus sendinl wrusan pemenntabannya
menurt asas otonomi dan tugas pembantuan, Sebagal negara yang
berkedaulatanh rakvat, maka dengan senditinya yang namanya
pemerintah doerah dengan asas otonomi pasti melibatkan rakvat
dacrah. Ini berarti pasti diperlukan adanyva wakil rakya daergh di
dalam pemerintahan daerah. Karena itu keberadaan DPRD tidak perlu
definitil distur dalam UUD 1945 melainkan cukup din:.-‘atakan' bahwa
pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan

dintur dengan undang-undang.

b. Beberapa ketentuan UUD 1945 tidak jelas, seperti kekuasaan legislatf,
tugas Mahkamah Konsttusi, dewan pertimbangan, dan  kerancuan
pengaturan hak asasi manusia.
1y Kekuasan legislatif dalam UUD 1945 telah diamandemen, namun

pengaurannya menjadi makin tidak jelas. Setelah diamandeman,

LILUTY 1945 mengatur kekuasaan legislative sebapai berikut:
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4) Kekuasaan membentuk UL berada pada DPR [Pasal 20 Avat (1)].
Hal ini dipertegas lagi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
mermiliki fungsi legislative [Pasal 204 Avat (1)].

b) Predisen berhak mengajukan rancanpan undang-undang (RULN
|Pasal 5 Ayat (17].

¢l DPR memiliki hak mengajukan RUL usul inisiatif (Pasal 21).

d) RUU dibahas dan disetujui bersama oleh Predisen dan DPR [Pasal
20 Ayat (2)].

e} Pengesahan RUU menjadi UL dilakukan oleh Predisen [Pasal 20

Ayat (4)] atau sah secara secara konstitusional [Pasal 20 Avat (5)].

sama, yaitu Pasal 20 Ayst (1) dan Pasal 20A Avat (1), Secara
autentik, Pasal 20 Avat (1) menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, Kemudian Pasal
200 A Ayal (1) juga menyatakan Dewan Perwakilan Rakvat memiliki
fungsi legislasi...” Kekuasasn membantuk UL adalah sama dengan
fungsi legislasi. sehingga di sini ada ketemtuan UUD 1945 vang

berlebithan atau mubadzir mengatur kekvasaan membenk UL,
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sebaknyn di antara kedua ketentuan di atas dipilih salah satu yang
digunakan. Apabila sudah ada rumusan Pasal 20 Ayat {1} maka
rumusan dalam Pasal 20A Avat (1) tersebut di atas tidak periu ada,
atau sebaliknya.

Selain itu, pengaturan kekuassan legislaiif di atas juga tidak
memberi kekuasaan yang menentuken kepada DPR dalam  hal
membuat UL, karena meskipun kekussaan membentuk UU ada pada
DPR namun DPR tidak dapat menghasilkan UL DPR hanya memiliki
hak mengajukan RUU serta membahas dan memberl persetujuan
RULU bersama-sama Presiden. Setelah RULU mendapat persetujuan
DPR; BUU it ndak langsung menjadi UL, melainkan masin berupa
RUL yang relah mendapat persetujuan bersama Presiden dan DPR.
Untuk menjadi UL, RUL tersebut harus disahkan oleh Presiden atau
disahkan secara konstitusional oleh Pasal 20 Ayat (5) ULUD 1943, Ini
berarti, pengaturan demikian masih memberi kekuasasan vang sangat
menentukan kepada Presiden uniuk membentuk UL, bukan i:epada

DPR. PR hanya bisa menghasilkan RUL, sedangkan Presiden dapal
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menghasilkan UU. karena UU lshir setelah mendapat pengesahan
Presiden.

Selain hal di atas, pengarutran kekuasaan legislatf di aas dapa
menimbulkan dampak negatif yang sangat mengkhawatitkan rakyat
dalam praktik penyelengparaan nepara. Pertama, kekuasaan
membentuk UL vang ada pada DPR tidak akan berjalan dengan baik,
karena DPR fidak memiliki kemampuan untuk mengetahui kebutuhan
hukum wang diinginkan oleh pemerintah stau malyat, mengingat
keterbatasan  jumiah anggota dan jangkauan wgas DPR. Jumlah
anggota DPR tdak sebanyak jumiah aparat pemerintah. Demikian
pula dengan jangkavan tugas DPR tidak seluas janpkauvan tugas
pemerimntah. Akibatnya DPR  tidek mengalami kesulitah untuk
mengetahin apa dan bagaimana peraturan yang diinginkan oleh rakyat
atan pemerintah.  Pada akhimya hal ini menyulitken DPR dalam
membentuk ULL

Kedua, DPR dapat lar dar tanggungjawabnya membentuk ULl
dengan cara mengumpal pada Pasal 21 dan 20 (2). vang hanya

memberikan “hak”, bukan kewajiban, kepada DPR untuk menyusun
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RULL serta sebatas membahas dan menvetujui bersama Presiden atas
suail. RULL Dengan mengumpat pada ketentuan tersebut, DPR hisa
membela dirinya apabila dirinya tidak bersifat proakif membuat
RUU, apalagi menghasifkan UU. Kondisi ini dapat menimbulkan
kesenjangan antary kebutuhan adanya UU oleh rakyar dan kekussaan
membentuk ULl yang ada pada DPR. Artinya, rakyat atau pemerintah
sangal berharap agar DPR. membentuk UL tepi DPR tidak mau
membentuknya karena DPR merasa bahwa membeniuk RUU hanya
sehatas hak dan hanva menvetujui RUU bersama Presiden. Karena
sebatas hak, maka apabila DPR ridak menggunakan haknva untuk
menyusun RULL DPR dwdak dapat disalahkan. Sebaiknya apabila
DPR menyusun RUU maka DPR menpggunakan haknva Akibat
kesenjangan ini, maka bisa terjadi kekosongan UL padahal rakyat
atau pemenniah sangat menghendaki adanya U1,

kKondisi di atas sangat berbeda dengan ketika UUD 1945 belum
diamandemen, Ketika i, kekuasaan membentuk UU ada pada
Predizen [Pasal 5 Aya (1)]. Dalam melaksanakan kekuasaannya,

Presiden menyusun RULU dan RUU tersebut meminta disetujui DPR
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[Pazal 5 Ayat (1) jo Pasal 20 Aym (1)]. RULU yang telah disetujui
DPR disahkan oleh Presiden [Pasal 20 Avat {(4)], Pengaturan ind
memberikan kekosssan membentuk RUL dan mengesahkan RULU
menjadi UL kepada Presiden. Peran DIPE. hanya membern persetujuan
RUTI vang diajukan oleh Presiden dan dapat membuat RULT usul
mesiatif (Pasal 21 UULD 1943). Presiden menjadi lembaga vang
berkewajiban membuat RUU dan  bertangpung  jawab {Eﬂiﬂdap
terbentuknya UL, meskipun RUUnya harus merndapat persetujuan
DFR. Apabila rakvat atan lembaga negara dan pemerintah
menghendaki agar dibuat suatu UL, maka Presiden vang dapat
dimintakan untuk membuamya. Presiden tidak dapal mengelak atau
mengumpal untuk menghindari kehendak rakyat tersebut. Apabila
Presiden menghindar, maka Presiden melangpar konstitusi, sehingga
Presiden wajib membuatnya. Pengaturan demikian tidak akan
meémmbulkan kesenjangan antara kebutuhan suatu ULl dengan
kekuasaan membentuk UU, sehingpa UL akan dapat dihn:ntul;; sesual

dengan kebutuhannya.



2)

Untk menghindan dampak negatif seperti di atas, maka
sebaiknya ketentuan Pasal 21 UUD 1945 dihapus, schingga DPR
tdak lagi memiliki hak membust RUU tctapi memiliki kewajiban
membuat RULD sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 20 Awvat (1) UUD
1943, Selan mu, pengesahan UL bukan oleh Presiden, melainkan oleh
DPR sesuan dengan kekuasaan membuat UU vang ada pada DPR.
Pengaturan kekusssan DPR di bidang anggaran juga. berlebihan,
artinya ada pengaturan yang mubadzr. Hal ini tampak dari Ketentuan
Pasal 23 dan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945, Pasal 23 Awat (1)
menvatakan anggaran pendapatan dan belania negara sebagai wujud
dari pengelolaan kewangan negara ditetapkan setiap tabun dengan
undang-undang, Kemudian Pasal 20A ayat (1) anwra lain
menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyvat memiliki fungsi .. .anggaran.
Ketentuan Pasal 23 Ayat (1) tersebut merupakan smandemen dan
ketentuan Pasal 23 sebelumnya, sedangkan ketentuan Pasal 204 Ayal
(1) merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UUD 1945
Kedua ketentuan tersebul mengandung arti sama, karcna anggaran

pendapatan dan belanpn negara (APBN) ditetapkan dengan UL berarti
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DPR memiliki fungsi anggaran. Hal ini lebih jelas lagi bila
dibubungkan dengan kekuasasn membuat UU yang ada pada DPR,
maka kekuasaan membuat UUAPBN juga berada pada DPR. Karena
i, sebaiknya ketentuan fungsi anggaran yang dirumuskan dalam
Pasal 20A Ayat (1) tidak perlu ada.

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi membuat  kerancuan  sistem
penyelesaian perkara oleh lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi
(MK) adalah lembaga negara baru yang diadakan setelah UUD 1945
diamandemen, yang distur dalam Pasal 7A, 7B jo Pasal 24 dan 24C.
Menurut Pasal 24 MK adalah salab satu lembaga pelaksana kekuasaan
kehakiman (fudiciel powery di samping Mahkamah Agung (MA).
Apabila MA merupakan lembaga peradilan tertinggi atau tingkat
kasasi darl empat lingkungan peradilan di bawahnya (peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer. dan peradilan tata usaha
ncgara) dan peradilan khusus, sedangkan MK adalah lembaga
peradilan pertama dan terakhir vang menyelesaikan p:rkara. pada
tungkat pertama dan final. Menurut Pasal 24C jo Pasal 7A MK

memiliki tegas: menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa
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kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
LIUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil
pemilu, dan memutus perkara dugaan oleh DPR bahwa Presiden atau
Wakil Presiden melakukan penghianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak
lagr memenuhi syarat sebagai Presiden atan Wakil Presiden.

Apabila dikelompokan menurut jenis perkaranya, tugas MK
mencakup dua jenis pelanggaran hukum dan satu pelanggaran moral,
Pertama adalah jenis pelangparan hukum tata negara yaitu MK
mengujl UL terhadap ULUD, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara  vang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus
pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan
memutus perkara dugaan oleh DPE bahwa Presiden atan Wakil
Presiden atau tidak lapi memenuhi svarat sebagai Presiden atau Wakil
Presiden.). Kedua adalah jenis pelanpggaran hukum pidana yaitu
melakukan penghianatan terhadap nepgara, korupsi, penyuapan, dan
tindak pidana berat lainnva, vang khusus dilskukan oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden. Ketiga adalah jenis pelanggaran moral vaitu
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ME mengadiliki perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden
dan‘atau Wakil Presiden.

Ketentuan di atas menimbulksn pertanyasn  yvang mendasar,
Pertama, mengapa jenis pelanggaran hukum tata negara vang diadili
ME hanya menyangkut hal-hal i atas atau tidak semua pelanggaran
hukum tala negara”? Kedua, mengapa MK juga diberi wewenang
mengadili jems pelanggaran hukum pidana? Ketiga, menga];a Jenis
pelanggaran hukum pidana tersebut hanva vang dilakukan oleh
Presiden danfatan Wakil Presiden sedangkan vang dilakukan oleh
lembaga-lembaga negara lainnya tidak diadili oich MK? Keempat,
Bagaimana mengukur perbuatin tercela yvang dilakukan oleh Presiden
dan/atan Wakil Presiden? Kelima, mengapa hanya perbudian yang
tercela oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden saja yang diadili oleh
MK sedangkan vang dilakukan olch lembaga-lembaga negara lainnya
tdak diadili oleh MK?

Beberapa pertanyaan di atas sangat sulit dicari jawai:-ann:.fi karena
pawaban itu harus dicarikan dan ULD 1945 pula., sedangkan UUD

1945 tidak memberi jawabannya. Memang Pasal 24C Ayar (4)
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menyatakan MK akan diatur dengan UL, namun sebapsi peraturan
vang berada di bawah UUD, maka UU tentang ME-pun tidak akan
mengatur hal lain selain yang aturan dasarnya telah diatur dalam UUD
1943,

Apabila penulis  hubungkan dengan  keberadaan  kekuasaan
kehakiman {judicial power), maka kekuasaan kehakiman vang diatur
dalam Pasal 24 dan 24C UUD 1945 di atas adalah untuk
menyelesaikan semua jenis pelanggaran hukum, Schagai negara
hukum [Pasal 1 Avat (3) UUD 1945], scgala jenis pelanggaran hukum
wajib diselesaikan secara hukum, vang menurut kedua pasal di atas,
penyelesaian  itu  melalui lembaga peradilan vang merdeka
Berdasarkan kedua pasal di atas, UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekussaan Kehakiman dan UU No. 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyiratkan alur penyelesaian

semua jenis perkara tampak seperti pada bagan di wabah ini:
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Semua Perkara

Dari bagan di atas, tampak adanva keanehan pada kewenangan MK,
vang ikut mengadili perkara pidana tertentu vang dilakukan oleh
Presiden dan/atan Wakil Presiden serta mengadili perkara moral,
padahal lembaga itu bemama “Mahkamah Konstitusi”. Menurut
Wade and Philips dalam bukunyva Caomstirerfonal Law yvang dikutif
oleh Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibeahim istilah Constitutionael Law
atau Droit Constitutionne! adalah Hukum Tata Negara {Ibrahim,
1983: 23}, Dan pengertian ini dapat diambil pemahaman bahwa
Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah vang seharusnya meﬁgndi!li
semua  pelanggaran  Hukum Tata Negars (HTN). Dilihat dari

pemikiran ini, tampak ada kerancuan penyelesmian perkaras oleh
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Mahkamah Konstitusi pada bagan di atas, karena Mahkamah
Konstitusi ikut mengadili jenis perkara pidana dan moral, hanya
mengadili jenis perkara HTN tertentu. Ini berari, kewenangan
Mahkameh Konstitusi melampas  batasnya dan  tidak  semua
pelanggaran HTN dapat diadili olehnya. Akibatnya ada sebagian
pelanggaran HTN yang tidak ada peradilannya. baik oleh Mahkamah
Konstitusi mavpun lembaga peradilan lainnya, Selain itu.-pcng':;!lman
kKewenangan Mahkamah konstitusi tersebut mengakibatkan tidak ada
persamaan hukum dalam penyvelesaian pelangearan hukum pidana
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, karena pelanggaran
hokum pidana tertentu yang dilakukan oleh Presiden dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi dan pelangparan hokum pidana lainnva yang
dilakukan oleh Presiden dan lembaga negara lainnva dilakukan oleh
Peradilan Umum yang bermuara pada Mahkamah Agung. Mengingat
hal-hal tersebut maka scharusnya Mahkamah Konstitusi hanva
merupakan  lembaga  peradilan HTN, sehingza tidak muncul
kerancuan, ketidakpastian, dan ketidaksamaan dalam penyelesaian

hukum tata negara,
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4} Dalam Pasal 16 UUD 1945 dinyaiakan Presiden membentuk dewan
pertimbangan vang bertugas memben nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden yang selanjutnya diatur dengan undang-undang.
Rumusan pasal imi menentukan scbuah lembaga yvang disebut dewan
pertimbangan vang memiliki fungsi negara di bidang kepenasihatan
dan pertimbangan kepada Presiden. Persoalannyva adalah menpgapa
dewan ini dibentuk oleh Presiden? Apakah kedudukan dewan ini
berada di bawah Presiden? Apabila dibentuk oleh Presiden mengapa
harus diatur dengan undang-undang” Bagaimana mungkin sebuah
lembaga bentukan Presiden tetapi diatur dengan undnag-undang?
Apakah lembaga vang dibentuk oleh Presiden akan efektif memberi
nasthat atau pertimbangan kepada Presiden?

Apabila melihat ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen,
pasal il berisi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) vang ditetapkan
dengan undang-undang. Pasal ini telah secara definitif’ menyebut
nama lembaga yang bertugas memberi nosihat kepada Presiden,
Pengaturan lembaga ini dilakukan depgan UU (oleh legislatif).

Pengaturan ini menempatkan DPA sebagai lembaga vang berada di
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loar kekuasaan Presiden. Lembaga ini bukan bawahsn Presiden,
sehingga dapat mempengaruhi Presiden dalam bertindak  maupun
mengambil keputusan. Meskipun demikian, pengalaman menunjukan
lembaga DPA kurang memperlihatkan fungsinya secara optima,
karena Presiden juga mengangkat penasihat pribadi di berbagai
bidang. Tampaknya ini menjadi  ilham bagi MPR  untuk
mereaktualisasi lembaga ini dan fungsinya, sehingga pada tahun 2001
MPR  menghapus DPA  dan  menggantinya  dengan  dewasn
pertimbangan yang pengangkatannya diserahkan kepada Pregiden.
Dilihat dari keberadaan dan hubungan ordinasinya, lembaga ini tidak
akan efektit, karena keberadaannya sangat bergantung bahkan di
bawah kekuasaan Presiden, Karena itu, sebaiknya. Pasal 16 ini
menyebutkan secara definitif lembaga yang diberi tugas memberi
nasihat kepada Presiden, dan pembemukannya dilakukan dengan UL,
misalnya rumusan Pasal 16 diubah menjadi “Dewan Pertimbangan
berfuangs: memberi nasihat kepada Presiden vang ditetapkan ﬂmgan

undang-undang™,
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3) Setelah UUD 1945 diamandemen. hak asasi manusia diatur secara
cksplisit di dalamnya. Hampir semua hak asasi yang dirumuskan
dalam The Universal Declaration of Human Rights ((pemyataan
umum hak asasi manusia, vang dikenal dengan sebutan permnyataan
hak asasi manusia sedunia) yang dicetuskan oleh Perserikatan
Bangsa-bangsa pado tanggal 10 Desember 1948 masuk ke dalam
UUD 1945 Hal ini sangat baik bagi materi UUD 1945, karena
sebagai negara hukum [Paal | Avat (3) UUD 1945] hak asasi manusia
harus diater di dalamnya, Meskipun demikian, tampaknya pengaturan
hak asasi manusia dalam UUD 1945 ini kurang baik, karena terjadi
pengaturan vang tumpang tindih. Beberapa hal vang demikian adalah:
al hak atas penghidupan vang lavak diatur di tiga pasal, vau Pasal
27 Ayat (2), Pasal 28A, dan Pal 281 Avat (1);

b) hak atas pendidikan distur dalam dua pasal, vaiw Pasal 28C Ayat
(1) dan Pasal 31 Ayat (1);

¢)  hak persamaan di depan hukum diatur dalam dua padai. yaitu

Pasal 27 Avat (1) dan Pasal 280 Ayat (1)
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d}

)

g)

by

i

hak persamaan di hadapan pemerintahan diatur dalam dua pasal
vaitu Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 281 Avat (3

hak atas pekerjaan vang layak diawur dalam dua pasal, vaitu Pasal
27 Ay (2) dan Pasal 28D Ayat (2);

hak memeluk agaman diatur dalam tiga pasal, vaitu Pasal 28E
Ayat (1), Pasal 281 Aval (1), dan Pasal 29 Avat (2);

hak stas kepercayaan diatur dalam dua pasal vaitu Pasal 28K Avyat
{2) dan Pasal 29 Avat (1)

hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul seria mengeluarkan
pendapat diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 28 dan Paal 28 E
Aval (1)

hak persamaan di depan hukum dan pemerintahan distur dalam
dus pasal yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 281 Avyart (2),

Adanya beberapa pengaturan yang tumpang tindih di atas

menunjukan teknik pengaturan HAM dalam UUD 1945 kumnag baik.

Sesunl dengan sifatnya yang mengatur negara secara pokok, maka

pengaturan UUD harus singkat dan padat. sehingga harus dihindari

pengaturan yang yvang tumpang tindih, berulang-ulang, dan rinei.
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Karcna itu sebaiknyas pengaturan HAM  dalam UUD 1945
dizempumakan kembali dengan tidek mengulang materi vang telah
diatur pada pasal sebelummya.

Uraian di atas menunjukan masih terdapat beberapa materi musatan
dan teknis perumusan ketentuan UUD 1945 vang kurang baik. Karena
itu gogasan atau pemikiran tentang perlunya dilakukan perubahan
kembali tershadsp UUD 1945 adalah benar. Hal dimaksudkan ada
mitert muatan dan teknik pengaturan ketentuannva adalah sesuai
dengan sifat UUD 1945 schagai Konstitusi negara, vang hanya

mengatur hal-hal pokok atau dasar tentang negara,
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BAB VI

PENUTLIP

A, Kesimpulan

l.

Undang-Undang Dasar 1945 sebapai Landasan Konstitusional Negara
Indonesin.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia. D4 dalamnya berisikan norma atau kacdah dasar tentang
negara, vang menjadi landasar kehidupan bernegars, Scjok kelahirannya
tanggal 18 Agustus 1945 telah diletakkan sebagai hukum dasar atau konstitusi
Negara Kesatwsan Republik Indonesia, vang pengaturan lebih lanjuinya
diatribusikan atau didelegnsikan ke peraturan vang lebih rendah. Karena itu
LILEY 1945 telah bertungsi sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

Sejalan dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan kenegaraan,
UL 1945 telab dilakokan amandemen atan perubahan. Iu_iuann:.'u'udakah
agar UILTD 1945 tetap mampu mengakomodasi kebutuhan hukum dasar vang

diperlukan olch perkembangan Negara Kesatuan Republik  Indonesia,
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Beberapa ketentuan UUD 1945 telah diubah, dihapus, bahkan dilakukan
penambahan, Secars konsep konstitusi, UUD 1945 pascaamandemen telah
memenubi aspek materi muatan konstiusi dan teknik perumusan konstitusi,
Karena itu ULTD 1945 yang telah diamandemen memenuhi kriteria sebagai

landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia,

2. Gagasan Perubshan Undang-Undang Dasar 1945

Meskipun  ULD 1945 memenuhi  keiteria  sebapai  landasan
konsitusional  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, namun perlu
disempurnakan. Beberapa materi muatan di dalamnya bukan merupakan
aturan dasar atas hukum dasar, Pengaturan materi muatan seperti ini
mengakibatkan derajat UUD 1945 sebagal Konstitusi Negara Kesstuan
Republik Indonesia menjadi twrun, karena selain berkedudukan schagai
konstitusi jugs sebagal peraturan pelaksana konstitusi. Pada sisi lain, materi
mugtan seperti ini merupakan materi muatan pelaksana dari UUD 1945,
vang sebanknya tidak diatur di dalam UUD 1945 melainkan dialribusil-;an alau

didelegasikan ke peraturan yang lebih rendah.
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Dengan melihat hal di aws, maka gagasan atau pemikiran perlu
dilakukannya perubahan kembali terhadap ULD 19435 adalah benar, Materi
muatan vang bukan merupakan aturan dasar negara dihapus atau dikeluarkan
dan UUD 1945, Pembagian kewenangan lembaga-lembaga negara ditata
ulang, schingga idak terjadi umpang tindih, kerancuan, dan ketidakjelasan.
Sistem dan prosedur perubahan kembali UUD 1945 dapat dilakukan sesua

-

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. i

Saran
UUD 145 schagai landasan konstitusional Nepara Kesatusn Republik
Indonesia masith mengandung kelemahan: Ini perlu segern dintasi agar tdak
terjadi Kerancuan atau kekacauan dalam implementasinya. Karena s penulis
menyaraknan kepada:
I. MPR sebagai lembaga negara vang mempunyal wewenang mengubah UUD
1945 sebaiknya segera menyiapkan langkah-langkah dan Rancangan
Perubahan UUD 1945, Kemudian melakukan pembahasan  vang

komprehensip dengan mengkaji secars mendalam aspek-aspek pengaturan
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konstitusi, schingga materi muatan UUD 1945 adalah benar-benar merupakan

aturan desar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
setiap komponen Bangss Indonesia sebaiknva peduli dengan landasan
konstitusi dengan cara melakukan kajian UUD 1943 sebagai landasan

konstitusi. Hasil kajiannya dapat disampaikan kepada MPR sebogai masukan

MPR dalam mengubah atau memperbaiki UL 1945,
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